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ABSTRAK 
 
ANDI PERTIWI FAJRI FATRI HUDURI (B 111 08 126), Perlindungan 
Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Menurut 
Hukum Internasional dengan bimbingan Prof. Dr. Ny. Alma 
Manuputy, S.H.,M.H dan Dr. Iin Sakharina, S.H.,M.H. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang 
bagaimana hukum telah mengatur masalah diskriminasi perempuan yang 
saat ini sedang banyak diperbincangkan. Data yang diperoleh kemudian 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.  
 
 Pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah lama 
menjadi pembicaraan yang menarik perhatian para perempuan di dunia. 
Masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan sejak awal kehidupan 
manusia. Akibat pembedaan ini, masih banyak perempuan yang tidak 
mendapat kesempatan untuk berkarya sesuai kharisma dan kemampuan 
mereka. Peran wanita di dunia ini sangat kompleks dan juga memiliki 
kebutuhan yang sangat banyak. Mulai dari melahirkan anak, masalah-
masalah bulanan yang harus dihadapi, sampai rentannya terserang 
berbagai macam penyakit. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, 
hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi dan berbagai 
bentuk ketidakadilan akibat bias gender. Walaupun kenyataan 
menunjukkan telah banyak perempuan memperoleh pendidikan yang 
sama dengan laki-laki dan peran perempuan yang semakin besar dalam 
berbagai sektor, namun diskriminasi dalam berbagai bentuk masih 
dirasakan. Diskriminasi dan ketidakadilan tersebut antara lain muncul 
dalam bentuk: marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe. 
 
 Namun dari semua upaya dan pergerakan yang ada, Konvensi 
Wanita yang ada di PBB-lah yang paling kongkret dan berkesinambungan. 
Konvensi Wanita membahas masalah yang sering dihadapi wanita di 
kehidupan sehari-hari. Konvensi ini dapat diterima oleh PBB pada tanggal 
18 Desember 1979, sedangkan di Indonesia sendiri baru dapat diterima 
pada tanggal 24 Juli 1984. Pembahasan khusus tentang konvensi khusus 
utama tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan atau sering disebut CEDAW ini dirasa penting karena lahirnya 
CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan. Di 
Indonesia, undang-undang yang mengatur masalah diskriminasi 
perempuan salah satunya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 
tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi dapat terjadi dimana saja dan 
kapan saja. Terjadi di tengah keluarga, masyarakat, sekolah, tempat 
peribadatan, tempat kerja, juga tempat layanan hukum dan kesehatan. 
Orang bisa melakukan diskriminasi baik dalam kapasitas pribadi maupun 
profesional, sementara lembaga bisa melakukan diskriminasi melalui 
kebijakan dan kegiatan mereka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Isu Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut sebagai HAM) 
merupakan isu sentral dalam perkembangan sebuah negara demokratis. 
Di hampir seluruh dunia, masalah hak asasi manusia diangkat sebagai hal 
yang terpenting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin 
mencapai demokrasi.1 Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk 
diskriminasi terhadap perempuan terhadap sebuah negara dapat 
mengancam legitimasi seorang pemimpin negara itu sendiri. Sudah 
banyak contoh dimana kediktatoran sebuah rezim justru melahirkan 
resistensi atau perlawanan dari civil society yang menyebabkan runtuhnya 
kekuasaan rezim tersebut . 
Di tingkat internasional sendiri sistem hukum hak asasi manusia 
internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia 
berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada 
tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini 
(selanjutkan akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi 
tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak 
perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua 
                                             
1  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hak Asasi Manusia: Tanggung 
Jawab Negara, peran institusi Nasional dan Masyarkat (Jakarta : komnas : 1999), 
hal. 7 
2 
masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat 
manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas 
persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari 
perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat 
manusia,2 pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari 
keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.3 
Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan 
perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai 
hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian,4 memiliki harta 
sendiri,5 hak atas upah yang sama,6 hak perawatan dan bantuan 
istimewa7. 
DUHAM dinyatakan sebagai upaya kodifikasi, sebab perbincangan 
dan pengaturan hak manusia sebetulnya telah dimulai jauh 
sebelumnyadengan adanya berbagai konvensi internasional yang antara 
lain dikeluarkan oleh International Labor Organization. Beberapa hak 
perempuan yang telah dirumuskan oleh ILO sebelum adanya DUHAM, 
                                             
2  Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah 
demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hal. 13. 
3  Ibid Hal 14 
4  Pasal 16 DUHAM (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak 
dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan 
membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, 
didalam masa perkawinan dan disaat perceraian (2) Perkawinan hanya dapat 
dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua 
mempelai. 
5.  Pasal 17 DUHAM (1) Setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang la 
6.  Pasal 23 (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama 
untuk pekerjaan yang sama. 
7  Pasal 25 (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perwatan dan bantuan istimewa. 
Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, harus 
mendapat perlindungan sosial yang sama. 
3 
yaitu sejak tahun 1918, misalnya, hak persalinan buruh perempuan 
(maternity rights), perlindungan buruh perempuan di perkebunan, hak 
perlindungan dari perdagangan perempuan dan berbagai hak lainnya. 
Pada perkembangannya kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup 
memadai untuk menjamin hak-hak. DUHAM tidak mempunyai mekanisme 
bagaimana penjaminan hak dan perlindungan hak tersebut, dan siapa 
yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada 
pihak lain. Pasal 30 DUHAM mernang telah menegaskan bahwa siapapun 
dapat dikatakan sebagai pelanggar hak - yaitu negara, kelompok atau 
seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak8 ini ditangani dan 
siapa yang berwenang menanganinya menjadi tidak begitu jelas 
Dengan demikian dirasa penting untuk menerjemahkan prinsip-
prinsip DUHAM ke dalam kewajiban hak asasi manusia yang mengikat, 
setidak-tidaknya bagi negara yang berkeinginan untuk mengikatkan diri 
secara hukum. Komite Hak Asasi Manusia, sebuah Komite di PBB yang 
berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan sistem hak asasi 
manusia PBB, menyusun rancangan instrumen hak asasi manusia yang 
pertama, yang kemudian dipecah menjadi dua kovenan. Kovenan 
pertama, tentang hak sipil dan polik, dan kovenan yang kedua tentang hak 
sosial, budaya dan ekonomi.9 Pada tahun 1966 Komite Majelis Umum 
PBB akhirnya mengesahkan dua dokumen terpisah; Kovenan 
                                             
8  Pasal 30 DUHAM : Tidak sesuatupun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan 
memberikan sesuatu negara, kelompok, atau seseorang, hak untuk terlibat dalam 
kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujauan merusak hak-hak lain 
kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam deklarasi ini. 
9  Pembagian ini didorang oleh perimbangan politik dan mencerminkan kompromi 
antara Negara dengan perekonomian yang berorientasi pasar atau kapitalis (yang 
cenderung memberikan penekanan pada hak sipil dan politik) dan negara dengan 
perekonomian ‗terencana‘ atau ‗sosialis‘ (yang cenderung untuk memberikan 
penekanan pada hak-hak ekonomi dan sosial). Opcit, WLDI,hal 15. 
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Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) 
dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL). 
Disamping merumuskan Internasional Bill of Rights, dalam waktu 
yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk 
menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah 
satunya adalah Konvensi Spesifik utama yang berkenaan dengan kaum 
perempuan, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan, ditandatangi pada tahun 1979 dan 
mulai berlaku tahun 1981. Perjanjian-perjajian dalam bentuk Konvensi 
yang ada pada urnumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban 
negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan 
pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh 
negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan 
perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem 
pemantauan dan pelaporan internasional. Di samping Konvensi Utama 
tentang Perempuan, pada perkembangannya hadir berbagai instrumen 
lain yang mengatur hak spesifik perempuan. Berbagai peraturan satu 
dengan lainnya, pada umumnya tidak berdiri sendiri namun saling 
melengkapi dan sama-sama dikerangkai oleh International Bill of Rights.10 
Setelah memahami konteks pembahasan Hak Asasi Perempuan 
sebagai hak Asasi Manusia, selanjutnya kita dapat melihat secara khusus 
kepada konvensi khusus utama tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan atau sering disebut The Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (selanjutnya 
                                             
10  Sri Wiyanti Eddyono Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 
2004 ―Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw‖ hal 5 
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akan disebut sebagai CEDAW). Pembahasan khusus tentang CEDAW 
dirasa penting karena lahirnya CEDAW merupakan awal momentum 
gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan 
perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional. 
Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat 
judul Perlindungan  Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk 
Diskriminasi Menurut Hukum Internasional. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka 
permasalahan yang hendak dikernukakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi CEDAW mengenai hak-hak perempuan 
terhadap segala bentuk diskriminasi dalam hukum perburuan? 
2. Bagaimana efektifitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 
tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap wanita? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui implementasi CEDAW mengenai hak-hak 
perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam hukum 
perburuan 
2. Untuk mengetahui efektifitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1985 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan 
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 
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D. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat 
padaberbagai pihak. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan llmu 
Hukum Internasional. 
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, 
dosen, atau pembaca yang tertarik dengan masalah Hukum 
khususnya Hukum Internasional. 
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan 
acuan bagi penelitian di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 
b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis 
sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan 
karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan Hukum 
Internasional dan bermanfaat menjadi referensi sebagai 
bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa 
yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kebijakan Diskriminatif  
Kalau melihat ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM11 dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu juga meliputi 
langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara dan bidang lain.12 
Di dalam UUD 194513 dijelaskan bahwa setiap warga negara 
Indonesia (WNI)14 mempunyai hak yang sama. Pemerintah mempunyai 
tanggung jawab untuk memenuhi semua hak WNI. Hal ini juga sesuai 
                                             
11  Pasal 8 jo Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
12  Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
13  Pasal 28 C UUD 1945 ayat 2: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, 
dan negaranya. 
 Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
 Pasal 28 H ayat 2: Setiap orang ,mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan. 
 Pasal 28 I ayat 1: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaa, 
pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun. Ayat 2: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 
diskriminatif tasa dasar apapun dan berhak mendapatkan perkindungan terhadap 
perlakuan yang diskriminatif itu. 
 Ayat 4:  Perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
 Ayat 5 : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelksanaan hak asasi manusia 
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 
 Pasal 28 J ayat 1 : Setiap irang wajib menghormati hak asasi manuasia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
14  Sehingga semua WNI dengan orientasi seksual berbeda harus diartikan dan 
dipahami oleh pemerintah dan masyarakat indonesia sebagai kelompok masyarakat 
yang juga diatur didalam UUD 1945. 
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dengan kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (Ekosob) serta kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik (Sipol).15 
Dalam CEDAW Pasal 1 disebutkan bahwa, Diskriminasi terhadap 
perempuan sendiri berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai 
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, 
penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau 
apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status pekawinan 
mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. 
Diskriminasi di bagi menjadi 2 (dua) yaitu, diskriminasi langsung 
dan diskriminasi tidak langsung: 
1. Diskriminasi langsung terjadi apabila A memperlakukan B dengan 
kurang menyenangkan (yaitu dengan cara yang berbeda atau 
dengan lebih buruk) dari pada orang lain karena alasan ras B. 
Menurut Undang-undang, pemisahan kelompok ras yang berbeda 
adalah diskriminasi ras langsung. Contohnya: diskriminasi langsung 
adalah A yang berasal dari Asia Tenggara diperlakukan dalam 
ilustrasi di atas. Perlakuan yang diterimanya dari prinsipal berbeda 
dan lebih buruk dari pada perlakuan yang diterima B. Hal ini karena 
dia berasal dari Asia Tenggara sedangkan B adalah orang Cina. 
                                             
15  Kovenan ekosob sudah diratifikasi melalui UU no. 11 Tahun 2005 dan kovenan sipol 
diratifikasi melalui UU no. 12 Tahun 2005 
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Hal ini mungkin merupakan diskriminasi ras langsung yang 
melanggar hukum.16 
2. Diskriminasi tidak langsung ialah apabila setiap orang diperlakukan 
secara sama, tetapi jika perlakuan yang sama ini mempunyai 
dampak yang tidak menguntungkan pada, atau perlakuan itu 
menyebabkan kerugian bagi kelompok ras tertentu, maka 
perlakuan ini juga dianggap diskriminasi dan biasanya dikenal 
sebagai diskriminasi tidak langsung (meskipun Undang-undang 
sebenarnya tidak menggunakan kata "diskriminasi tidak 
langsung").17 Menurut Undang-undang, perlakuan yang sama harus 
menjadi persyaratan atau ketentuan yang diberlakukan secara 
sama terhadap orang yang berasal dari kelompok ras yang 
berbeda. Apakah persyaratan atau ketentuan tersebut mempunyai 
dampak yang tidak menguntungkan pada, atau menyebabkan 
kerugian bagi kelompok ras tertentu, maka hal ini akan diputuskan 
dengan membandingkan proporsi orang dalam kelompok ras yang 
berbeda yang dapat mematuhi persyaratan atau ketentuan 
tersebut. Jika proporsi orang dalam kelompok ras tertentu yang 
dapat mematuhi persyaratan atau ketentuan tersebut adalah jauh 
lebih kecil daripada kelompok-kelompok lainnya, maka persyaratan 
atau ketentuan tersebut akan menjadi diskriminasi yang tidak 
                                             
16  EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION Kode Etik mengenai Kertenagakerjaan 
berdasarkan undang-undang Diskriminasi Ras Tahun 2008 hal 21 
17  Ibid 
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langsung terhadap kelompok ras itu.18 Kendati dampaknya 
merugikan beberapa kelompok ras atau membuat mereka kurang 
beruntung, persyaratan atau ketentuan tersebut mungkin bisa 
dibenarkan apabila tujuannya logis dan persyaratan atau ketentuan 
itu merupakan sarana yang proporsional dan tepat untuk mencapai 
tujuan itu. Persyaratan atau ketentuan yang dapat dibenarkan tidak 
melanggar hukum. Contohnya: Persyaratan bahwa siswa di 
sekolah dilarang mengenakan penutup kepala, jika diterapkan 
dengan keras bagi semua siswa, mungkin merupakan diskriminasi 
tidak langsungterhadap siswa yang dalam praktiknya tidak dapat 
mematuhinya karena mereka akan kehilangan identitas etnik 
mereka jika mereka tidak diizinkan mengenakan sorban mereka.19 
 
B. Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 
Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau 
yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di 
masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan 
tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidak adilan. Patokan 
atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah 
perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak adalah 
sebagai berikut:  
 
 
                                             
18  Ibid hal 22 
19  Ibid hal 23 
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1. Sterotype 
Semua bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya berpangkal 
pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotype gender laki-laki 
dan perempuan. 
Stereotype itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label/cap 
kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan 
yang salah atau sesat.20 
Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih 
dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu 
tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. 
Pelabelan juga meriunjukkan adanya relasi kekuasaan yang 
timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau 
menguasai pihak lain. 
Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan 
gender. Namun  seringkali  pelabelan  negatif ditimpakan  kepada 
perempuan.  
Contoh : 
 Perempuan dianggap cengeng, suka digoda. 
 Perempuan tidak rasional, emosional. 
 Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting. 
 Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah 
tambahan. 
 Laki-laki sebagai pencari nafkah utama. 
                                             
20  menegpp.go.id/V2/index.php/glosari/ketidakadilan-gender?format=pdf 
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2. Kekerasan 
Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun 
non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah 
institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. 
Peran gender telah mernbedakan karakter perempuan dan laki-laki. 
Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini 
kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap 
gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap 
lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah 
dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut 
melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu 
lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, 
berupa tindakan kekerasan.   
Contoh : 
 Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami 
terhadap isterinya di dalam rumah fangga. 
 Pemukulan,   penyiksaan   dan   perkosaan   yang   
mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. 
 Pelecehan seksual. 
 Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.  
3. Beban ganda (double burden) 
Beban ganda (double burden)artinya beban pekerjaan yang 
diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin 
lainnya. 
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Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis 
dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan 
yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi denganberkurangnya 
beban mereka di wilayah domestik.21 Upaya maksimal yang dilakukan 
mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan 
lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan 
lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di 
pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat 
ganda. 
4. Marjinalisasi 
Marjinalisasi artinya, suatu proses peminggiran akibat perbedaan 
jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. 
Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan 
seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan 
asumsi gender.  Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi 
sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar 
rumah (sektor publik), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika 
hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses 
pemiskinan dengan alasan gender.  
Contoh : 
 Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu 
rumah tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga 
berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang diterima. 
                                             
21  www.academia.edu/6189259/Gender_dan_kebudayaan 
14 
 Masih banyaknya pekerja perempuan dipabrik yang rentan 
terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari 
perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan gender, 
seperti sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan 
juga alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, 
melahirkan dan menyusui. 
 Perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem 
pertanian modern dengan menggunakan mesin-mesin traktor 
telah memarjinalkan pekerja perempuan.22 
5. Subordinasi 
Subordinasi Artinya, suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu 
peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.23 
Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah 
memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan 
perempuan.  Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran 
dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan 
publik atau produksi. 
Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan 
domestik dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan 
peran publik dan produksi? Jika jawabannya "tidak sama", maka itu berarti 
peran dan fungsi publik laki-laki. Sepanjang penghargaan sosial terhadap 
peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan 
reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. 
                                             
22  sofyaneffendi.wordpress.com/.../macam-macam-ketidakadilan-gender/ 
23  menegpp.go.id/v2/index.php/glosari/ketidakadilan-gender 
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Contoh : 
 Masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi 
atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan 
disbanding laki-laki. 
 Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap 
sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan 
terkadang terkena potongan pajak. 
 Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia 
politik (anggota legislatif dan eksekutif). 
 
C. Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Diskriminasi 
Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam 
mendefinisikan kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa 
perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan 
mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian.  Sebenarnya 
akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat 
juga luka psikis. Hal ini tampak dalam unsur kekerasan yang dirumuskan 
oleh Alan Weiner, Zahn dan Sagi yang menyatakan: "... The threat, 
attempt or use of Physical force by one or more persons that result in 
physical or non physical harm to one or more other persons... "Dampak 
yang dirasakan pada kekerasan psikis ini sulit diukur karena kondisi 
psikologis tiap orang berbeda-beda. 
Selain definisi kekerasan secara umum, ada yang membedakan 
kekerasan berdasarkan gender.  Mansoer Fakih memberikan pengertian 
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gender dan jenis kelamin sebagai suatu hal yang berbeda, walaupun 
gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. 
Menurut Fakih, gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-
iaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat 
gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal 
lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki 
dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut 
merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan 
perempuan. Artinya ada laki-laki yang kuat, rasional dan perkasa. 
Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah persifatan pembagian dua 
jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat ada jenis 
kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang 
memiliki penis, sperma dan jakun. Sedangkan perempuan adalah 
manusia yang memilki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut 
melekat secara biologis dan bersifat permanent dan tidak dapat 
dipertukarkan dan  
itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut sebagai 
kodrat.24 
Kaum feminis menuding konstruksi sosial yang dibuat oleh 
masyarakatlah yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap 
perempuan. Hal ini menyebabkan definisi kekerasan terhadap perempuan 
di dunia Internasional dalam istilah asing tidak disebut Violence based on 
                                             
24  Mansour Fakih.; Perubahan Sosial Perspektif Gender, Bahan Lokakarya ―Kekerasan 
Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap 
Rancangan KUHP‖; diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan 
LHB APIK; Yogyakarta; 11 – 13 Maret 1999. 
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sextetapi Violence based on gender . Platform ofAction yang dihasilkan 
oleh Konfrensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 
memberikan pengertian tentang kekerasan berbasis gender sebagai 
berikut: 
" Any act of gender-based violence that result in, or is likely to result 
in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, 
including threats of such acts, coercion or arbitary deprivation of 
liberty, whether occurring in public or private life..."  
 
Platform Beijing memberikan makna yang luas dalam 
kekerasan.Hal ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita bahwa 
bentuk dan akibat dari kekerasan sangat beragam. 
Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 
khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai 
berikut:25 
"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan 
berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) 
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, 
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi‖ 
  
Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan: 
―Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi 
tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual 
dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, 
termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan 
kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, 
perkosaan dan perkawinan (marital rape),pengrusakan alat kelamin 
perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap 
perempuan, kekerasan di luarhubungan suami istri dan kekerasan 
yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, 
penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di 
                                             
25  Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap 
Alternatif Pemecahannya, Alumni, 2000 hal 150. 
18 
tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dansebagainya, 
perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta 
terrnasukkekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di 
rnanapun terjadinya". 
 
Jadi violence based on gender itu merupakan sebuah tindak 
kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan 
terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke 
dalam :26 
1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal 
Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan 
keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan 
tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, 
bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, 
penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau 
perkosaan oleh anggota keluarga 
2) Kekerasan dalam area publik 
Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan 
keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi 
berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi 
di semua lingkungan -tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja 
domestik seperti baby sitter, pembantu rumah tangga, dsb), di 
tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, 
tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk 
praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, 
perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain. 
                                             
26  Ibid hal 151 
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3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara 
Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang 
dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di 
manapun terjadinya Termasuk dalam kelompok ini adalah 
pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara 
kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan 
pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan 
kekerasan paksa.27 
Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang acapkali 
menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan 
wacana hak asasi perempuan. Namun, bila kita tengok batasan 
internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan 
Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan 
Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan 
ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir 
tentang kekerasan terhadap perempuan. 
Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap perempuan, 
yaitu: 
"Setiap tindakan berdasarlon perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk 
ancaman tindakan, tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang balk yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi. 
 
Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam 
memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu: Kekerasan 
                                             
27  repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23241/3/Chapter%20II.pdf 
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adalah bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non 
verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya, rambu kedua 
adalah asumsi jender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang 
diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena 
jendernya, rambu ketiga adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh 
orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, 
maupun psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa 
kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun 
di ruang domestik. 
Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap 
perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut yaitu: 
a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender 
based violence); 
b. Yang berakibat atau mungkin berakibat; 
c. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan; 
d. Secara fisik, seksual atau psikologis; 
e. Termasuk ancaman tindakan tertentu; 
f. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- 
wenang; 
g. Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam 
kehidupan 
pribadi. 
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Menurut Sulistyowati Irianto, berbicara mengenai kekerasan 
terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, 
baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan 
kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di 
tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau 
kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan 
hubungan dekat dan orang asing).28 
Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa tindak 
kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan seseorang yang 
menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik. Argumentasi 
bahwa tindak kekerasan terhadap wanita harus lebih luas dari sekedar 
tindak kekerasan secara fisik didasarkan pada suatu pemikiran bahwa 
tindak kekerasan non fisik tidak jarang mempunyai dampak yang lebih 
serius dari pada yang fisik.29 
Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala bentuk 
kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya dapat berupa kerusakan 
atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan 
termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam 
itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas 
kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam 
kehidupan pribadi seseorang. 
                                             
28  Sulistyowati Irianto,; Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu 
Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis); Artikel Dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 
Februari – April 1999. 
29  Harkrisnowo, Harkristuti; Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi 
Kriminolog dan Hukum); Makalah disampaikan pada penataran hukum Pidana dan 
kriminolog yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 
Semarang, tanggal 23 – 30 November 1998 
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Menurut Toeti Heraty, kekerasan dapat dipahami melalui aktifitas, 
dan perbuatan yang tersebut sebagai berikut: 30 
 Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk-
bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, 
penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, 
teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, 
stigmatisasi dan penghancuran hak untuk hidup layak, 
memperdagangkan perempuan untuk tujuan apapun, kedua 
terdapat pola hubungan yang berbasis pada suatu kekuasaan 
atas dasar usia, struktur kerja, struktur keluarga, kelas sosial, 
pemerintahan dan militer, kebijakan, adat, agama, hubungan 
pribadi laki-laki dengan perempuan, ketiga pola kekerasan yang 
terjadi dalam situasi konflik bersenjata. 
 Definisi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 
tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap 
perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan 
terhadap Perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 di atas.  
 
D. Prinsip-Prinsip HAM 
Sistem nilai yang menjelma dalam konsep HAM tidaklah semata-
mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh 
dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah 
pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan 
kemartabatan manusia.31 
Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas 
kesadaran manusia atas hak clan kewajiban yang dimiliknya.  Namun 
demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam 
sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini.  Gerakan dan 
diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-
                                             
30  Toeti Heraty,; Perempuan dan Hak Asasi Manusia; Jurnal Perempuan, Edisi 9, 
November 1998 – Januari 1999 
31  Manfred Nowak, Introduction to the International Human Right Regime (London: 
Martinus Nijhoff publishers, 2003). Hal 1 
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batas territorial sebuah Negara. Man field Nowak menegaskan Human 
right must be considered one of the major achievement, of modern 
dayphilosophy. Ruth Gavison juga menegaskan the twentieth century is 
often described as “the age of rights".32 
Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada 
sebuah Negara yang diidentifikasi melanggar dan mengabaikan HAM, 
dengan sekejap mata nation state dibelahan bumi ini memberikan 
respons, terlebih beberapa Negara yang dijuluki sebagai adi kuasa 
memberikan kritik, tudingan, bahkan kecaman keras seperti kecaman 
keras seperti embargo dan sebagainya. 
Beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia 
internasional. Prinsip-prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir 
semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang 
lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban 
positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-
hak tertentu, tiga contoh di antaranya akan didiskusikan di sini. 
1. Prinsip Kesetaraan 
Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman 
sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan 
memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.33 
 
                                             
32  Abdul Muim Salim, ―al-huquq al-insan al-asasyah vi al-quran al-karim‖, dalam Ashar 
Arsyad, et.al (ed.) Islam dan Global Peace (Yogyakarta: Madyan Press, 2002). Hal 
339 
33  Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, Perpustakaan Nasional Indonesia, 
Jakarta 2010 hal 65 
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2. Definisi dan Pengujian Kesetaraan 
Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana 
pada situasi sama hams diperlakukan dengan sama, dan dengan 
perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan 
berbeda pula.  
3. Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif) 
Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda 
dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus 
diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus 
walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah 
penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. 
Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih 
kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki 
dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar 
untuk perkerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan 
perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki 
yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut.34 
Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat 
untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-
kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (favourable) 
dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk 
mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. 
Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat 
                                             
34  pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf 
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digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. 
Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat 
dibenarkan lagi. 
4. Prinsip Diskriminasi 
Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian 
dariprinsip kesetaraan.  Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak 
ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang 
dilakukanuntuk mencapai kesetaraan).35 
a. Definisi dan Pengujian Diskriminasi 
Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah 
kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya 
sama/setara. 
b. Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung 
Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung 
maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (less favourable) 
daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari 
hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, 
walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, 
pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada 
perempuan daripada kepada laki-laki.36 
c. Alasan Diskriminasi 
Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah 
memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
                                             
35  C. de Rover, To Serve & To Protect, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 342 
36  pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf 
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menyebutkan beberapa asalan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, 
nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), 
kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang 
tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas 
alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan 
cacat tubuh. 
5. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu 
Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara 
tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dankebebasan-
kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif 
untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan.  
Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan 
kebebasan dan sedikif memberikan pembatasan. Satu-satunya 
pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-
pembatasan yang akan didiskusikan di bawah ini. Untuk hak untuk hidup, 
negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib 
membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna 
melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat 
diterima oleh Negara. Karena alasan inilah Negara membuat aturan 
hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non Negara (non 
state actor) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama 
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bahwa Negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup 
dan bukan bersikap pasif. 
 
E. Sifat Mengikatnya Instrumen Hak Asasi Manusia 
Terdapat banyak cara bagi negara untuk menghindari 
pertanggungjawaban hukum hak asasi manusia, walaupun negara terkait 
telah meratifikasi perjanjian internasional yang relevan. Bagian ini akan 
menjelaskan tiga contoh yakni derogasi yang diaplikasikan ketika terdapat 
situasi darurat, reservasi yang rnembatasi kewajiban-kewajiban dalam 
perjanjian internasional dan beberapa pembatasan perjanjian 
internasional yang berlaku bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan 
tertentu. 
1. Derogasi 
Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini 
akan membuat negara menghindari tanggung jawabnya secara hukum 
atas pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Namun terdapat beberapa 
hak yang tidak dapat diderogasi (non derogable) dan beberapa instrumen-
pun tidak mengizinkan adanya derogasi.37 
Derogasi adalah "pengecualian", yaitu suatu mekanisme di mana 
suatu Negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum 
dikarenakan adanya situasi yang darurat. Umumnya suatu negara harus 
mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat persyaratan-persyaratan 
yang membolehkan derogasi telah ditentukan di dalam perjanjian 
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internasional.  Hal ini adalah klausul derogasi yang dimuat dalam Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 4 Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa: 
1) Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan 
bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah 
diumumkan secara resmi, Negara Pihak pada Kovenan ini dapat 
mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban mereka 
menurut Kovenan ini, sejauh yang sungguh-sungguh diperlukan 
oleh tuntutan situasi, dengan ketentuan bahwa tindakan 
tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain Negara 
Pihak menurut hukum internasional dan tidak menyangkut 
diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 
2) Penyimpangan terhadap Pasal 6, 7, 8 ayat (1) dan (2), 11, 15, 
16 dan 18 tidak boleh dilakukan menurut ketentuan ini. 
3) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang menggunakan hak 
untuk melakukan penyimpangan harus segera memberi tahu 
Negara Pihak lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa ketentuan yang terhadapnya 
dilakukan penyimpangan dan alasan yang mendorong 
dilakukannya penyimpangan itu. Komunikasi lebih lanjut harus 
dilakukan, melalui perantaraan yang sama, tentang tanggal 
diakhirinya penyimpangan kewajiban itu.38 
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Pada umumnya perjanjian internasional juga memiliki ketentuan 
yang sama tentang derogasi, sama dengan yang ditentukan dalam 
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 
Alasan yang boleh digunakan sebagai dasar diizinkannya derogasi 
adalah suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan 
dari suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan 
disintegrasi dari kehidupan suatu negara.39 
Perang saudara dan bencana alam seperti tsunami dapat 
membenarkan adanya derogasi.  Walaupun begitu, derogasi hanya dapat 
digunakan untuk hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah 
ditentukan.  Suatu negara dapat menggunakan derogasi untuk satu hal 
tertentu, misalnya penahanan tersangka daripada menghormati hak asasi 
manusia secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya praduga 
bahwa bahwa hak asasi manusia harus tetap diterapkan sejauh mungkin. 
Bentuk paling kontroversial dari penggunaan derogasi adalah untuk 
Undang-Undang Anti-Terorisme Banyak kasus yang dibawa ke 
Pengadilan HAM Eropa menyangkut hak Inggris dan Turki untuk 
membatasi hak penahanan tersangka kasus terorisme. Walaupun badan-
badan international memberikan ruang penilaian (margin of appreciation 
atau diskresi untuk menentukan 'bentuk ancaman' terhadap keamanan 
nasional, penggunaan derogasi meningkat   pesat   sehingga   menuntut   
badan-badan pemantau internasional untuk mereview derogasi tersebut. 
Inggris telah dikritik selama puluhan tahun alas derogasi berkenaan 
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dengan penahanan terhadarp orang-orang yang dicurigai sebagai anggota 
IRA di Irlandia utara. Kekhawatiran lain yang selalu muncul ke permukaan 
adalah tentang derogasi umum yang dilakukan berbagai negara dalam 
proses legislasi antiterorisme setelah serangan World Trade Centre 
(WTC) di New York dan Pentagon Washington pada 11 September 2001 
di Amerika Serikat.40 
Derogasi memiliki efek bagi suatu negara untuk dapat meloloskan 
diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian 
internasional.  Derogasi yang sah atas penahanan dengan demikian 
berarti bahwa tidak ada satu pun individu yang dapat mengajukan 
pengaduan terhadap negara atas penahanan yang tidak sesuai dengan 
hukum dan tidak ada badan pemantau international yang dapat 
menyelidiki kesahihan penahanan yang dilakukan oleh negara yang 
bersangkutan. 
2. Reservasi 
Mengutip Pasal 2 ayat (1) huruf (d) Vienna Convention tentang 
Hukum Perjanjian tahun 1969 (yang mengkodifikasikan dan memajukan 
Hukum Perjanjian Internasional), "reservasi" adalah pernyataan unilateral, 
bagaimanapun dirumuskan atau dinamakan, dibuat oleh sebuah negara, 
ketika menandafangani, meratifikasi,menerima,menyetujui atau 
mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana pada negara 
tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek legal dari 
ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan 
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di negara tersebut. Negara harus melakukan reservasi ketika meratifikasi 
satu perjanjian internasional. Reservasi diberitahukan kepada seluruh 
negara pihak dan negara-negara ini dapat menyatakan keberatannya jika 
reservasi dinilai tidak sesuai dengan objek dan tujuan dari perjanjian 
internasional. 41 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional, yang menggunakan istilah 'pensyaratan' sebagai padanan 
bahasa Indonesia istilah bahasa Inggris reservation mendefmisikan istilah 
itu sebagai 'pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima 
berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam 
rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau 
mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral' 
(Pasal 1 angka(5)). Penggunaan istilah 'pensyaratan', yang berarti 
'penetapan syarat' sebagai padanan istilah reservation sesungguhnya 
menyesatkan, karena making reservation or reservations (membuat 
reservasi) bukan berarti setting a condition or conditions (menetapkan 
syarat atau syarat-syarat). Oleh karena itu, meskipun istilah 'pensyaratan' 
sudah merupakan istilah undang-undang, namun karena istilah ini 
merancukan maksud istilah padanannya dalam bahasa Inggris, lebih baik 
apabila istilah reservation digunakan padanan bahasa Indonesia 
'reservasi', meskipun istilah ini sendiri masih harus dibakukan.42 
                                             
41  Pasal 2 ayat (1) huruf (d) Vienna Convention tentang Hukum Perjanjian Thaun 1969 
42   Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor) Hukum Hak 
Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith, at.al.---Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008 
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Setiap negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, 
menerima, menyetujui, atau mengaksesi perjanjian internasional dapat 
membuat reservasi, kecuaii dalam hal-hal berikut: (a) reservasi secara 
eksplisit dinyatakan dilarang oleh perjanjian internasional yang 
bersangkutan untuk keseluruhan atau ketentuan tertentu dari perjanjian 
internasional yang bersangkutan; (b)perjanjian internasional yang 
bersangkutan menetapkan bahwa hanya reservasi khusus dapat dibuat; 
dan (c)reservasi tidak sesuai dengan sasaran dan maksud perjanjian 
internasional yang bersangkutan.43 
Indonesia, selama ini, selalu membuat reservasi terhadap 
ketentuan perjanjian internasional yang diratifikasi atau diaksesinya yang 
mengatur penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan 
penafsiran dan penerapan perjanjian internasional yang bersangkutan 
dengan menyatakan bahwa, esensinya, hanya bersedia menyelesaikan 
perselisihan demikian melalui Mahkamah Internasional (International 
Court of Justice) (ICJ) apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan 
melalui perundingan atau proses non yudisial lain yang ditetapkan oleh 
perjanjian internasional yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa 
perujukan ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas 
persetujuan semua pihak dalam perselisihan. Reservasi demikian dibuat 
oleh Indonesia, antara lain, pada Pasal 22 Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International 
Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination) 
                                             
43  (Lihat: Pasal 19 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969) 
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(ICERD), 1965, Pasal 29 ayat (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women)(CEDAW), 1979, dan Pasal 
30 ayat (1) Konvensi tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan 
Martabat.44 
Sebagai contoh, berikut bunyi reservasi terhadap Pasal 22 
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial, 1965 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi tersebut dan yang 
kemudian dituangkan dalam Piagam Aksesi yang bersangkutan serta 
terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 
Merendahkan Martabat, 1984, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 
konvensitersebut dan yang kemudian dituangkan dalam Piagam Ratifikasi 
yangbersangkutan.45 
(b) Akibat Reservasi 
Efek reservasi adaiah membatasi tanggung jawab suatu Negara 
reservasi yang sah berarti bahwa suatu negara tidak terikat dengan pasal 
ataupun ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional. Tidak seorang 
pun dapat menggugat negara terhadap ketentuan ini, walaupun badan-
                                             
44  (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or 
Punishment) (CAT), 1984. 
45  www.elsam.com 
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badan pemantau perjanjian internasional biasanya meminta Negara untuk 
mempertimbangkan penarikan kembali reservasi perjanjian internasional. 
3. Deklarasi 
Akhirnya, deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara. Walaupun 
biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak 
(misalnya, bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), beberapa negara 
menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah 
reservasi. 
Misalnya deklarasi yang dilakukan oleh Yordania pada ratifikasi 
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan. Yordania tidak menganggap dirinya terikat pada ketentuan-
ketentuan berikut:  
1. Pasal 9 ayat (2); 
2. Pasal 15 ayat (4) (tempat tinggal istri adalah sama dengan 
suaminya); 
3. Pasal 16 ayat (1) huruf (c), mengenai dengan hak-hak yang timbul 
dari pembukaan perkawinan yang berkenaan dengan perawatan 
dan kompensasi. 
4. Artikel 16, ayat (1) (d) dan (g)". 
Deklarasi ini jelas adalah sebuah reservasi-suatu tes untuk 
menentukan objek dan juga efek dari tindakan, terlepas dari istilah yang 
disebarkan. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional, 1969, tidak 
memuat ketentuan tentang 'deklarasi' terhadap suatu perjanjian 
internasional multilateral, dan karenanya, tidak pula memuat secara 
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khusus pengertian istilah tersebut. Oleh karena itu, suatu pernyataan, 
yang meskipun menggunakan nama 'deklarasi', apabila pernyataan itu 
menunjukkan kehendak suatu negara untuk meniadakan atau 
memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu, perjanjian internasional 
tersebut pada waktu negara yang bersangkutan menandatangani, 
meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi perjanjian 
internasional yang bersangkutan, maka pernyataan demikian, walaupun 
dinamakan 'deklarasi', pada hakikatnya, adalah sutau 'reservasi' 
sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian 
Internasional, 1969. 
Sepanjang suatu pernyataan dengan nama 'deklarasi' tidak 
menunjukkan kehendak suatu Negara sebagaimana tersebut di depan 
maka pernyataan demikian, yang diberi judul 'deklarasi', merupakan 
deklarasi dalam arti umum, bukan deklarasi sebagai istilah hukum 
perjanjian internasional menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 
Internasional, 1969.46 
Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang 
memungkinkan Negara untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan 
bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional 
yang bersangkutan ke wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi 
tanggung jawab negara tersebut, pada saat menandatangani, meratifikasi, 
atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan.47 Deklarasi 
                                             
46   pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf 
47   (lihat, misalnya: Pasal 40 ayat. 1 Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951, Pasal 
36 ayat 1 Konvensi mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954, dan 
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demikian memang dimungkinkan, bahkan dikehendaki pembuatannya 
oleh perjanjian internasional yang bersangkutan dan untuk maksud yang 
jelas pula sebagaimana diatur di dalamnya. 
Beberapa perjanjian internasional lain juga memuat ketentuan yang 
memungkinkan negara pihak padanya, setiap waktu, untuk membuat 
deklarasi yang mengakui kewenangan badan pemantau pelaksanaan 
perjanjian internasional yang bersangkutan (treaty body) menerima dan 
membahas komunikasi dari perseorangan atau kelompok individu yang 
mengklaim sebagai korban pelanggaran hak asasi yang disebut dalam 
perjanjian internasional yang bersangkutan yang dilakukan oleh Negara 
pihak tersebut48 Selain itu, terdapat juga perjanjian internasional yang 
memungkinkan negara pihak untuk membuat deklarasi, kapan saja, yang 
mengakui kewenangan badan pemantau perjanjian internasional yang 
bersangkutan untuk menerima dan membahas komunikasi di mana suatu 
negara pihak mengklaim bahwa suatu negara pihak lain tidak memenuhi 
kewajibannya menurut perjanjian internasional tersebut.49 
Apakah akibat hukum deklarasi yang dibuat oleh suatu negara 
pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau 
mengaksesi pada suatu perjanjian internasional, yang tidak dapat 
dianggap sebagai reservasi karena isinya, stricto sensu, tidak dapat 
dianggap sebagai meniadakan atau memodifikasi akibat hukum ketentuan 
                                                                                                                         
Pasal 7 ayat 4 Protokol mengenai Status Pengungsi, 1967) 
48  (Lihat, misalnya Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). 
49  (Lihat, misalnya Pasal 41 Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik, 1966 
dan Pasal 21 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984). 
37 
tertentu perjanjian internasional yang bersangkutan dalam penerapannya 
bagi negara pembuat deklarasi tersebut. 
Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, kemungkinan 
pembuatan deklarasi seperti diatas tidak diatur dalam Konvensi Wina 
tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1969. Meskipun demikian 
Indonesia menganggap berhak membuat deklarasi demikian dan posisi ini 
tercermin dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 1 angka 6 yang menetapkan 
definisi istilah 'pernyataan' (declaration) sebagai 'pernyataan sepihak 
suatu Negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu 
ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika 
menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian 
internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna 
ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan 
kewajiban negara dalam perjanjian internasional. Ketentuan yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional ini merupakan 
pengukuhan menurut hukum nasional pendirian Indonesia yang sudah 
dianut sebelumnya. Sebagai contoh dapat dilihat, antara lain, 'pernyataan' 
('declaration') yang dibuat oleh Indonesia ketika meratifikasi Konvensi 
menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. 1984 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Pernyataan : Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa 
ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Konvensi akan 
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dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan 
wilayah suatau negara. 
Declaration : The Government of the Republic of Indonesia 
declares that the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 20 of the 
Convention will have to be implemented in strict compliance with the 
principles of the sovereignty and territorial integrity of States'. 
Pernyataan tersebut dicantumkan dalam lampiran Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1998 yang mengesahkan konvensi tersebut diatas yang 
diundangkan pada 28 September 1998, jadi sebelum diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
pada 23 Oktober 2000 (dan yang kemudian dituangkan dalam Piagam 
Ratifikasi yang bersangkutan yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga penyimpan konvensi 
tersebut diatas).50 
Posisi yang sama diambil oleh Indonesia selaras dengan ketentuan 
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional pada waktu mengesahkan Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2005).  
a. Konvensi Penghapusan Segaia Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW) 
Komite ini dibentuk berdasarkan Konvensi Tentang Penghapusan 
Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Convention 
                                             
50   pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf 
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on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dengan 
tujuan untuk mempertimbangkan kemajuan yang dicapai daiam 
pelaksanaan Konvensi (Pasal 17). Komite belum mengembangkan hukum 
yang berkaitan dengan keputusan terhadap kasus-kasus terdahulu karena 
Komite belum mempunyai kewenangan untuk menerima dan memeriksa 
komunikasi yang menyatakan terjadinya pelanggaran terhadap Konvensi. 
Tetapi, Komite telah mengesahkan sejumlah besar rekomendasi umum 
sesuai dengan Pasal 21 Konvensi.51 
Satu naskah penting adalah Rekomendasi Umum No. 19 tentang 
Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh Komite pada 
sidangnya ke-11 tahun 1992.52 Haruslah diingat kembali bahwa Komisi 
untuk Status Perempuan telah mengesahkan suatu rancangan deklarasi. 
Tentang pokok masalah yang sama. Rekomendasi Umum No. 19 berisi 
suatu pernyataan penting tentang tanggung jawab Negara: "Berdasarkan 
hukum internasional umum dan kovenan khusus untuk masalah hak asasi 
manusia, Negara juga dapat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan 
pribadi kalau mereka gagal untuk bertindak dengan semestinya untuk 
mencegah pelanggaran terhadap hak-hak atau untuk menyelidikidan 
menghukum tindak kekerasan, dan untuk menyediakan kompensasi".53 
Rekomendasi Umum No. 19 merupakan suatu tinjauan terinci dan 
mendalam mengenai isu kekerasan terhadap perempuan yang 
mengandung komentar umum, yakni komentar tentang Pasal khusus 
                                             
51  Konvensi CEDAW Pasal 21 
52  HRI/GEN/1, bagian III, Rekomendasi Umum no. 19. 
53  Lihat juga bab 2 (bagian ―Tanggung Jawab Negara‖) 
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mengenai Konvensi dan rekomendasi-rekomendasi khusus. Untuk 
keperluan studi ini rekomendasi-rekomendasi khusus itu sangat relevan, 
terutama yang bekenaan dengan tindakan-tindakan protektif dan preventif, 
kompensasi dan rehabilitasi. 
Rekomendasi-rekomendasi khusus, antara lain, memberikan: 
a. Pelayanan protektif dan dukungan yang layak bagi para korban 
(paragraph 24 [b]); 
b. Tindakan preventif dan rehabilitasi (paragraf 24 [h]); 
c. Prosedur pengaduan dan upaya perbaikan yang efektif, 
termasuk kompensasi (paragraf 24 [1]); 
d. Rehabilitasi dan konseling/pemberian nasihat (paragraf 24 [k]); 
e. Terjangkaunya pelayanan bagi korban yang hidup di daerah-
daerah terpencil (paragraf 24 [o]); 
f. Pelayanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para 
korban dan program rehabilitasi (paragraf 24 [r]); 
g. Tindakan hukum efektif, termasuk ketentuan-ketentuan tentang 
kompensasi, tindakan preventif, tindakan protekif (paragraf 24 
[t]). 
CEDAW adalah suatu instrumen standar internasional yang 
diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai 
berlaku pada tanggal 3 Desernber 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 
negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, 
merupakan Negara Peserta Konvensi54. CEDAW menetapkan secara 
                                             
54  (www.CEDAW.com) diakses tanggal 27 Oktober 2012 
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universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. 
Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari 
status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, 
budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-
undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-
tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto 
antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah praktek-praktek 
kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas 
salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-
laki. 
Komite Penghapusan Diskrimiasi terhadap Perempuan dibentuk 
pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya 
adalah untuk mempertimbangkan Iaporan periodik yang disampaikan 
kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak 
legislatif, judikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi.55 
Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi Negara-
negara Peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
melaksanakan Konvensi.  
b. Protokol Opsional CEDAW 
Protokol Opsional pada CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-bangsa pada Desember 1999. Protokol Opsional 
pada CEDAW di satu pihak mernberi hak kepada perempuan untuk 
                                             
55  cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf 
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mengajukan pengaduan perorangan kepada Komite mengenai segala 
pelanggaran hak yang dimuat dalam Konvensi oleh Pemerintahnya dan, di 
lain pihak, memberikan wewenang kepada Komite untuk melakukan 
investigasi atas pelanggaran berat dan sistematk yang korbannya adalah 
perempuan di negara-negara yang telah meratifikasi atau aksesi pada 
Protokol ini. Pada tanggal 20 Januari 2006 sudah ada 76 Negara Peserta 
Protokol Opsional56 
Pokok-Pokok Ketentuan CEDAW terdiri atas 30 Pasal yang terbagi 
dalam 2(dua) pengaturan besar yakni, mulai Pasal 1 sampai dengan 
Pasal 16 merupakan ketentuan substantif, yang intinya sebagai berikut: 
 Pasal 1 :  Mengenai definisi tentang Diskriminasi. 
 Pasal 2 : Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan untuk 
menghapus diskriminasi. 
 Pasal 3 : Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di 
Berbagai Bidang. 
 Pasal 4 : Aksi Afirmasi. 
 Pasal 5 :  Nilai-nilai sosial budaya yang non diskriminatif. 
 Pasal 6 : Penghapusan trafiking (perdagangan perempuan) dan 
ekploitasi prostitusi perempuan. 
 Pasal 7 : Kehidupan politik dan Publio yang non diskriminatif. 
 Pasal 8 : Partisipasi internasional yang sama antara laki-laki dan 
perempuan. 
 Pasal 9 : Kewarganegaraan. 
                                             
56  (Laporan pengkajian Hukum tentang optinal protocol CEDAW terhadap Hukum 
nasional yang berdampak pada pemberdayaan perempuan tahun 2006: 9) 
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 Pasal 10 :  Pendidikan yang non diskriminatif. 
 Pasal 11 :  Ketenagakerjaan yang non diskriminatif. 
 Pasal 12 :  Kesehatan yang non diskriminatif. 
 Pasal 13 :  Bidang sosial ekonomi yang non diskriminatif. 
 Pasal 14 : Penghapusan diskriminatif terhadap perempuan 
perdesaan 
 Pasal 15 :  Persamaan dalam hukum. 
 Pasal 16 : Penghapusan diskriminasi perempuan dalam 
perkawinan. 
Adapun ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 30 merupakan 
ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme 
pelaporan ratifikasi. 
Prinsip-prinsip dasar atas konvensi CEDAW meliputi: 
1) Prinsip persamaan subtantif yang pada intinya adalah : 
a. Kesempatan yang sama, menikmati manfaat yang sama dan 
hasilnya 
b. Perlakuan yang sarna, mendapat akses dan manfaat yang 
sama, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif, 
tindakan khusus sementara (affirmative action / temporary 
special mensures) 
c. Hal yang sama dalam: Keluarga, Kerja, Upah, Waris, 
Pemilikan,Pengambilan Keputusan, Pastisipasi  
2) Prinsip Non-Diskriminasi. 
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F. Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Konvensi ILO 
Konvensi ILO Nomor 45 tentang Kerja wanita dalam semua macam 
tambang di bawah tanah. Isi Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap wanita 
tanpa memandang umurnya tidak boleh melakukan pekerjaan tambahan 
di bawah tanah. Pengecualiannya terdapat pada pasal 3.57 
Dalam konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan Bagi Laki-
Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama nilainya menyebutkan, 
―Pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan 
pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang harus dibayar 
secara langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan barang 
oleh pengusaha dengan buruh berhubung dengan pekerjaan buruh‖. 
Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan 
kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam 
menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh 
wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 
  
                                             
57  Fauzan, Achmad, Konvensi ILO yang berlaku Mengikat Indonesia – penerbit yrama 
widya, 2005. 
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BAB III 
METODE PENELITAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi penelitian yang 
berjudul Perlindungan Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk 
Diskriminasi Menurut Hukum Internasional adalah berupa penelitian 
kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian adalah, sebagai berikut : 
a. Kementerian Hukum dan HAM. 
b. Departemen Tenaga Kerja 
 
C. Jenis dan Sumber bahan Hukum 
Jenis Sumber bahan hukum yang di gunakan penulis dalam 
penulisan ini antara lain: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yakni : 
peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga konvensi- 
konvensi yang berhubungan mengkhusus hasil konvensi dari 
komite CEDAW. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan Hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, Skripsi 
atau hasil penelitian ilmiah, artikel, kasus-kasus perburuan dan 
diskriminasi yang dialami kaum perempuan baik diambil dari 
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internet ataupun dari media cetak dan elektronik, maupun 
makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan 
ini.  
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  penunjang  yang 
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 
metode penelitian deskriptif (descritive research) atau biasa juga di sebut 
penelitian taksonomik (taxonomic research), yaitu dengan cara 
mengklasiftkasi data dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan 
dengan objek penelitian dan mensistematiskannya dalam berbagai 
variabet-variabel menurut jenisnya. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah 
karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan 
teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan 
dengan masalah ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi CEDAW Mengenai Hak-Hak Perempuan Terhadap 
Segala Bentuk Diskriminasi Dalam Hukum Perburuhan 
1. Perlindungan Pekerja Perempuan 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa,‖Tenaga kerja adalah setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa 
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat‖.58 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan 
Pekerja Wanita adalah Tenaga Kerja Wanita dalam jangka waktu tertentu 
berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah. 
Aturan hukum untuk pekerja perempuan ada yang berbeda dengan 
pekerja laki-laki, seperti cuti melahirkan, pelecehan seksual di tempat 
kerja, jam perlindungan dan lain-lain. 
Perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di dalam 
negeri maupun di luar negeri masih lemah. Untuk hal tersebut, maka kita 
perlu memberikan perlindungan tenaga kerja wanita.  Resiko besar 
menghadang, baik berupa siksaan, pemerkosaan sampai kehilangan 
nyawa.  Bahkan tidak jarang mereka bekerja bertahun-tahun tanpa upah 
dan pulang tanpa nyawa bahkan menderita cacat seumur hidup. 
Kondisi demikian tidak sebanding dengan antusiasme menjadi 
                                             
58  Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, 
Jakarta, Pustaka Utama, Grafiti, 1997. 
48 
TKW. Berharap dapat memperbaiki ekonomi keluarga serta berharap 
mendapatkan upah yang besar, banyak remaja dan ibu rumah tangga 
memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang maupun 
di negeri sendiri.59 
Tenaga kerja wanita yang disiksa, dibunuh oleh majikan hampir 
selalu ada dan disiarkan berulang di berbagai media. Pemerintah hampir 
selalu ikut turun tangan dan angkat bicara.  Namun ironisnya kejadian 
tersebut terulang dan TKW terlanjur menjadi korbannya.60 
Kekerasan, pelecehan dan perampasan hak TKW ternyata masih 
belum mampu menjadikan Pemerintah memberikan perlindungan tenaga 
kerja wanita rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Pemerintah hanya 
mampu menjadi mediator sesaat dalam hal perlindungan tenaga kerja 
wanita saat mereka bermasalah perindividu perkasus. Bukti ketidak 
seriusan pemerintah dalam memberi perlindungan tenaga kerja wanita 
adalah terjadinya kekerasan berulang pada TKW yang ada di luar 
negeri.61 
Pemerintah harus serius menangani masalah ini agar tidak 
berulang terjadi dan seakan tidak mampu mengurai benang kusut 
masalah yang dihadapi TKW. Pemerintah melalui Menlu dan Dubes serta 
Depnaker, Menkumham, hendaknya mau duduk bersama merumuskan 
upaya payung hukum perlindungan tenaga kerja wanita yang akurat 
                                             
59  Sumanto, Ali. 1993. ―Nasib Pekerja Wanita Tetap di bawah Laki-laki. Dalam Bali 
Post. Selasa, 21 Desember, No. 124,Tahun. ke-46, hlm. 6, kol.1-4 
60  www.anneahira.com/perlindungan-tenaga-kerja-wanita.htm 
61   Insani, Bayu dan Raihan, Ida, TKW dalam Perbincangan, PT Leutika, 2008, 
Yogyakarta hal 34 
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sebelum menandatangani kerja sama dengan Negara lain untuk 
pengiriman TKW. 
Selain itu memperbaiki system dan penyiapan SDM yang akan 
menjadi TKW dirasa sangat perlu. Selama ini para TKW yang berangkat 
sebagian besar adalah dari mereka yang memiliki pendidikan dan 
ketrampilan yang pas-pasan. Sehingga tujuan bekerja adalah hanya 
memasuki sektor non formal menjadi pembantu rumah tangga. 
Kemungkinan akan menjadi lain jika para TKW yang ke luar negeri adalah 
mereka yang memiliki pendidikan dan keahlian khusus. Upaya ini 
membantu mereka mampu bersaing dan dapat bekerja dalam sektor 
formal yang memiliki payung hukum dan perlakuan jelas dan bekerja 
secara profesional.            
Kemudian membuat program pemberdayaan perempuan agar 
mereka dapat memiliki kompeten yang dapat membantu meningatkan 
perekonomian keluarga. Jika para wanita yang antusias menjadi TKW ini 
ada kegiatan yang mampu membantu akan lebih memilih berwirausaha 
dan bekerja di dalam negeri karena dekat dengan keluarga dan jauh dari 
resiko penyiksaan.62 
Tercatat di BNP2TKI, tahun 2010 saja, terdapat 45.626 kasus yang 
menimpa 4,3 juta TKI kita di Luar Negeri. Jumlah kasus terbesar terjadi di 
Arab Saudi, 22.035 kasus, dan beberapa Negara Timur Tengah lainnya, 
seperti UEA 3.866 kasus, dan Qatar 1.516 kasus. Menurut data 
pemerintah, jumlah TKI di luar negeri saat ini sekitar 3,27 juta orang. 
                                             
62   Ibid hal 36 
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Sementara menurut Lembaga Migrant Care, jumlah TKI kita diperkirakan 
mencapai 4,5 juta orang. Sebagian besar di antaranya atau sekitar 70% 
adalah TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dilihat dari 
tingkat pendidikan, sebagian besar TKI berpendidikan Sekolah Dasar, 
bekerja di sektor informal, sementara 30% sisanya adalah TKI terdidik dan 
terampil yang mayoritas bekerja di sektor formal. TKI yang bekerja di 
Malaysia merupakan jumlah TKI terbesar, yaitu sekitar 2 juta orang.63 
Pasar TKI kita sesungguhnya memiliki potensi besar bagi 
perekonomian Indonesia dalam memperoleh cadangan devisa. 
Berdasarkan data yang dikompilasi Bank Indonesia, jumlah remittance 
yang diperoleh dari TKI pada tahun 2010 sebesar US$ 6,6 miliar, tahun 
2009 sebesar US$ 6,617 miliar, dan sampai September 2012 mencapai 
US$ 5,03 miliar. Begitu juga kontribusinya terhadap Pertumbuhan 
Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2010 tercatat 1,3%, 2011 sebesar 
1,2%, dan pada Kuartal II-2011 sebesar 1%. Jika melihat data tersebut 
tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa TKI yang dikenal sebagai 
pahlawan devisa memberikan kontribusi yang besar bagi negara, di lain 
pihak permasalahan yang muncul tidak segera diselesaikan, seolah hanya 
merupakan beban. 
Namun apabila kita melihat lebih mendalam sesuai sektornya, 
sebenarnya remitansi yang dihasilkan oleh para TKI tidak berbanding 
lurus dengan perimbangan jumlah TKI di luar negeri. Sekitar 80% TKI kita 
yang bekerja di sektor informal, hanya menghasilkan 20% dari 
                                             
63   www.bnp2tki.go.id/ diakses tanggal 7-8-2014 
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keseluruhan devisa yang dihasilkan. Sebaliknya, 20% TKI kita yang 
terampil dan terdidik, justru menghasilkan 80% dari total devisa negara. 
Dan ironisnya, kasus-kasus yang muncul pada TKI kita, sebagian besar 
terjadi pada TKI di sektor informal yang jumlahnya 80% dari total TKI 
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keterampilan dan pendidikan 
amat mempengaruhi kinerja TKI yang memungkinkan terjadinya kasus 
kekerasan ketika mereka menjalankan pekerjaan. 
Di dalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan 
khususnya di Indonesia yang bekerja yaitu Pasal 27 dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8. Per-
04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara 
Mempekerjakan Pekerja Peremuan pada Malam Hari, dan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 
224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan 
Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 
07.00. Semua peraturan tersebut secara jelas memberikan perlindungan 
kepada perempuan. Di Indonesia, ketentuan tentang perempuan 
mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bekerja telah diatur 
dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003.64 
Adapun macam-macam diskriminasi yang telah terjadi pada buruh 
perempuan : 
                                             
64   Safa‘at, Rachmad, Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Malang: IKIP Malang. 1998. Hal 44 
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a. Diskriminasi Jam Kerja 
Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (pukul 
23.00 sampai pukul 07.00). Hal ini diatur pada pasal 76 Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam hal ini ada 
pengecualiannya yaitu pengusaha yang mempekerjakan wanita pada jam 
tersebut wajib: 
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi 
2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja 
3) Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat 
dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00. 
Tetapi pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang 
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun ataupun perempuan hamil 
yang berdasarkan keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 
keselamatan kandungannya apabila bekerja antara pukul 23.00 – 07.00. 
Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak 
memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti dengan uang 
padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang. 
b. Diskriminasi Upah 
Sebagai contoh dalam pengambilan kebijakan pembayaran upah 
bagi buruh perempuan. Buruh laki-laki yang sudah menikah mendapat 
tunjangan istri dan anak, sementara buruh perempuan yang sudah 
menikah tidak mendapatkan tunjangan suami dan anak. Alasannya 
karena perempuan bukan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. 
Memang di beberapa perusahaan memberikan tunjangan suami bagi 
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buruh perempuan, tetapi pelaksanaannya tidak secara otomatis seperti 
pada buruh laki-laki yang sudah menikah. Buruh perempuan itu harus 
mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Jika tidak mengajukan 
maka hak tersebut tidak akan didapatnya. 
Berkaitan dengan adanya diskriminasi upah, dalam undang-undang 
ketenagakerjaan, UU No 13 Tahun 2003, tidak ada aturan yang 
membedakan pemberian upah antara buruh perempuan dengan laki-laki. 
Undang-undang hanya mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas upah 
yang layak bagi kemanusiaan. Kata setiap manusia berarti menunjuk pada 
buruh laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi karena undang-
undang juga melarang  diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap para 
buruh. Selain bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, adanya segala 
macam diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap buruh perempuan 
juga bertentangan dengan hak asasi manusia. 
2. Pedoman Hukum Bagi Pekerja Wanita 
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita 
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan khususnya Pasal 76, 81, 82, 83, 84, Pasal 93, 
Kepmenaker No. 224 tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi: 
a. Hambatan-Hambatan Hukum Bagi Pekerja Wanita 
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap pekerja wanita adalah adanya kesepakatan 
antara pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan 
54 
yang berlaku, tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan terhadap 
pelanggaran yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan 
haknya dengan alasan ekonomi.65 
Agar langkah ini dapat efektif maka negara harus menjabarkannya 
dan mengusahakan untuk memasukkan jabaran konvensi tersebut ke 
dalam rumusan undang-undang negara dan menegakkannya dengan cara 
mengajukan para pelanggarnya ke muka sidang pengadilan. Namun 
demikian, perempuan sendiri masih belum banyak yang sadar bahwa hak-
haknya dilindungi dan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap 
kehidupan perempuan. Adalah sangat prematur untuk mengadakan 
bahwa CEDAW sudah dihormati dan dilaksanakan secara universal. 
CEDAW memerintahkan kepada seluruh negara di dunia untuk 
tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Di dalam CEDAW 
ditentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan 
yang berbeda berdasarkan gender yang: 
a. Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan; 
b. Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan 
terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; 
atau 
c. Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar yang dimilikinya. 
Perempuan mempunyai atas perlindungan yang khusus sesuai 
dengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) 
                                             
65  Ibid hal 69 
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CEDAW huruf f bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan 
kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi. 
Selain itu seringkali adanya pemalsuan dokumen seperti nama, 
usia, alamat dan nama majikan sering berbeda dengan yang tercantum di 
dalam paspor. Tenaga kerja yang tidak berdokumen tidak diberikan 
dokumen perjanjian kerja. Hal ini juga sering terjadi pada pekerja 
perempuan yang bekerja di luar negeri. Maka untuk itu CEDAW pada 
pasal 15 ayat (3) mengatur yaitu negara-negara peserta bersepakat 
bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan 
hukum, yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum para 
wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku. 
b. Konvensi Penghapusan dan Gerakan Perempuan Di Tingkat 
Internasional 
CEDAW bukan merupakan sebuah peraturan yang berdiri sendiri, 
ia menjadi peraturan yang melanjutkan upaya penegakan hak perempuan 
yang sebelumnya telah diperjuangkan, dan ia meletakkan berbagai prinsip 
dasar guna pengembangan penegakan hak perempuan selanjutnya. 
CEDAW sebagai sebuah kelanjutan usaha yang panjang dalam hukum 
internasional dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana 
di bawah ini : 66 
1) Pada tahun 1919, Sidang Umum Organisasi Buruh 
Internasional menyetujui Konvensi Kerja Malam. Konvensi ini 
mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 1921.  
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2) Pada tahun 1919, Konvensi tentang Perlindungan Kehamilan 
disetujui oleh Organisasi Buruh Internasional.  
3) Pada tahun 1921, Liga Bangsa-bangsa mengeluarkan 
Konvensi Internasional tentang Perdagangan Perempuan dan 
Anak. 
4) Pada tahun 1933, Liga Bangsa-bangsa mengeluarkan 
Konvensi Internasional tentang Perdagangan Perempuan 
Dewasa.  
5) Pada bulan Juni 1934, suatu Komite pada Sidang Umum 
Organisasi Buruh Internasional merekomendasikan perumusan 
rancangan konvensi yang melarang dipekerjakannya kaum 
perempuan di pertambangan bawah tanah. Pada tanggal 21 
Juni 1935, Konvensi tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Perempuan dalam Pekerjaan di Bawah Tanah dalam segala 
Jenis Pertambangan disahkan. Konvensi ini mulai diberlakukan 
pada 30 Mei 1937. Konvensi ini melarang semua perempuan, 
kecuali mereka yang termasuk dalam kategori kerja khusus, 
untuk bekerja di semua jenis pertambangan bawah tanah. 
Konvensi ini juga menuntut agar segenap ketentuannya juga 
diterapkan di wilayah-wilayah jajahan.  
6) Pada tahun 1937, Liga Bangsa-bangsa kembali menyiapkan 
sebuah rancangan Konvensi yang memperluas upaya untuk 
menghadapi kasus Perdagangan Perempuan dan Anak. 
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7) Pada tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 56 (I) 
merekomendasikan kepada semua Negara Anggota supaya 
mereka membuat undang-undang yang memberikan kepada 
kaum perempuan hak-hak politik yang sama seperti yang 
dimiliki oleh kaum laki-laki. Tindakan ini diambil untuk 
mendorong mereka agar memenuhi kewajiban sesuai Piagam 
PBB. 
8) Pada tahun 1947 PBB membentuk Komisi Kedudukan 
Perempuan di PBB (UN Commission on the Status of Women). 
Komisi ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah dan 
memantau tindakan PBB untuk kepentingan perempuan. 
9) Pada tahun 1948, PBB memproklamasikan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM).  
10) Pada tahun 1949, Komisi Status Perempuan mulai 
mengusulkan rancangan Konvensi Hak Politik Perempuan. 
Pada tahun 1952 Majelis Umum menyetujui Konvensi tersebut 
dengan Resolusi 640 (VII). Konvensi ini diberlakukan pada 
tanggal 7 Juli 1954. Konvensi ini mengatur bahwa perempuan 
mempunyai hak untuk memilih, berhak mencalonkan diri serta 
dipilih dalam pemilihan umum, dan berhak memegang jabatan 
publik, semuanya dengan syarakat-syarat yang sama dengan 
kaum laki-laki. Pada tahun Juni 1952, Konferensi Umum 
Organisasi Buruh Internasional menyetujui adanya Konvensi 
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Perlindungan Kehamilan yang baru. Konvensi tersebut berlaku 
efektif pada tanggal 7 September 1955. Jangkauan Konvensi 
ini lebih luas dibanding Konvensi tahun 1919. Ia mencakupi 
kegiatan-kegiatan pertanian dan non industri dan juga 
pekerjaan perempuan yang bekerja di rumah. Konvensi 
tersebut juga memperpanjang periodeperiode cuti kehamilan 
dari enam minggu menjadi dua belas minggu dan 
meningkatkan kelenturan pengambilannya. Konvensi yang baru 
juga menambahkan keharusan bahwa para majikan 
mengijinkan para ibu meluangkan waktu untuk menyusui di 
tempat kerja yang waktunya diperlakukan sebagai bagian dari 
jam kerja. Rekomendasi mempunyai ketentuan-ketentuan yang 
sama tapi dengan standar-standar yang lebih tinggi dan tepat. 
11) Pada tahun 1955, Dewan Ekonomi dan Sosial mengangkat 
usatu Komite untuk mempersiapkan rancangan tambahan 
untuk Konvensi Penghapusan Perbudakan Perdagangan 
Budan dan Lembaga-lembaga serta praktek-praktek serupa 
perbudakan. Konvensi ini disetujui pada tanggal 7 September 
1956 dan diberlakukan pada tanggal 30 April 1957. Konvensi 
mewajibkan Negara Peserta untuk mengambl langkahlangkah 
guna penghapusan sesegera mungkin perangka-perangkat 
kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi; perbudakan 
berdasar hutang; penghambaan; pertunangan anak; dan 
praktek-praketk perkawinana di mana seorang perempuan di 
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perlakukan sebagai harta milik oleh baik kelaurga sendiri 
maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah 
kematian suaminya. 
12) Pada tahun 1957 Organisasi Buruh Internasional (ILO) 
membentuk suatu Komite Sidang guna membuat rancangan 
peraturan internasional menyangkut kondisi buruh perkebunan. 
Konvensi ini kemudian disetujui pada tanggal 24 Juni 1958 dan 
diberlakukan pada 22 Januari 1960. 
13) Pada 15 Juni 1960, Sidang Umum Organisasi Buruh 
Internasional menyetujui Konvensi Mengenai Diskriminasi 
dalam Lapangan Kerja dan Pekerjaan (Convention Concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation). 
14) Pada 14 Desember 1960, Sidang Umum Organisasi 
Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan dan Kebudayaan (United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization) memutuskan untuk 
merancang sebuah konvensi Internasional mengenai sejumlah 
masalah yang menyangkut diskriminasi dalam bidang 
pendidikan. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 
1962. Konvensi ini melarang diskriminasi pendidikan 
berdasarkan sejumlah alasan. Konvensi menyerukan kepada 
negara-negara peserta untk menghapuskan diskriminasi dalam 
berbagai fase pendidikan; administrasi sekolah; penerimaan 
murid; bantuan keuangan; bantuan publik; fasilitas dan 
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kualifikasi guru. Tujuannya adalah kesetaraan kesempatan 
serta perlakuan dan Negara diminta untuk mengambil semua 
langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan. 
15) Pada tahun 1975, Deklarasi Meksiko disetujui oleh Konferensi 
Dunia Tahun Perempuan Internasional (World Conference of 
the Internasional Women’s Year), suatu konferensi penting 
pertama di tingkat internasional yang membahas masalah-
masalah perempuan. Konferensi tersebut diselenggarakan di 
Meksiko City pada tanggal 19 Juni–2 Juli 1975. Deklarasi 
Meksiko menggariskan hubungan antara status perempuan dan 
sistem politik dan ekonomi internasional. Ia menekankan 
kebutuhan untuk menerapkan Tata Ekonomi Internasional Baru 
dan juga merujuk pada kebutuhan akan kerja sama 
internasional guna menghapuskan kolonialisme, pendudukan 
oleh bangsa asing, apartheid dan zionisme. Sejak tahun 1975 
upaya untuk merumuskan hak perempuan dalam Konvensi 
terus berlanjut sampai dengan tahun 1981 mulai berlakunya 
CEDAW.  
Upaya untuk mengefektifkan konvensi tak luput dari upaya panjang 
pula. Upaya perkembangan hukum internasional tersebut merupakan 
bagian dari upaya gerakan perempuan di seluruh belahan dunia. Advokasi 
di hukum internasional salah satu bidang, yang masih akan dikembangkan 
sesuai dengan situasi yang terjadi seluruh negara. Oleh karena itu, 
gerakan perempuan di seluruh dunia sebenarnya sangat berhubungan 
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dengan gerakan hukum internasional. Upaya yang terus menerus 
mewarnai hukum internasional oleh gerakan perempuan misalnya dengan 
terbentuknya International Criminal Court (ICC) Pada tanggal 17 Juli, 1998 
Statuta Roma, dan berdirinya pada Juni 2002. Dalam konteks perempuan, 
ICC merupakan puncak kedua pelegitimasian di tingkat hukum 
internasional yang kemudian sangat strategis dalam konteks hak 
perempuan karena : Pencantuman pertama kalinya secara eksplisit bahwa 
kejahatan dalam bentuk serangan seksual merupakan kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan kejahatan perang. Bentuknya;  
1) Perkosaan; 
2) Perbudakan seksual; 
3) Prostitusi yang dipaksakan; 
4) Kehamilan yang dipaksakan;  
5) Sterilisasi;  
6) Bentuk-bentuk lainnya yang punya bobot setara.  
Sebelumnya, dalam Konvensi Jenewa , kekerasan seksual 
memang dinyatakan satu perbuatan yang tidak seharusnya. Disebutkan 
dalam Konvensi tersebut bahwa perempuan harus dilindungi dari 
serangan terhadap kehormatannya dalam bentuk perkosaan, prostitusi 
paksa dan bentuk lainnya. Namun tidak ada kewajiban investigasi jika 
bentuk itu terjadi. Artinya tidak ada perlindungan lebih lanjut terhadap 
korban jika perempuan mengalami kekerasan seksual pada saat perang. 
Hal ini sangat berhubungan dengan Deklarasi Anti Kekerasan terhadap 
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Perempuan. Pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh institusi 
peradilan internasional :  
1) Komposisi hakim;  
2) Komposisi jaksa;  
3) Proses penanganan : unit perlindungan saksi dan korban.  
Pelibatan NGO dimungkinkan dalam menyampaikan laporan 
adanya kejahatan, dan sebagai badan dalam ICC. Di masa mendatang 
dapat dipastikan bahwa gerakan perempuan di tingkat internasional tidak 
akan berhenti, seiring dengan penguatan gerakan perempuan di tingkat 
lokal.  
c. Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia  
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984 melalui UU No. 7 
tahun 1984.  Peratifikasian tersebut diikuti dengan reservasi terhadap 
pasal 29 Konvensi. Ratifikasi tersebut tentu berakibat pada terikatnya 
Indonesia terhadap kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi 
yaitu mengadosi seluruh strategi Konvensi, melaksanakan Rekomendasi 
Komite, dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai 
perkembangan dan keputusan internasional yang berhubungan dengan 
perempuan seperti Beijing Plat form for Action, hasil-hasil konferensi 
internasional tentang kependudukan, kesehatan reproduksi, kekerasan 
terhadap perempuan dan sebagainya. Pemerintah telah melaksanakan 
kewajibannya, ada dua periode yang menarik untuk dicermati dalam 
rangka pelaksanaan Konvensi. Periode pertama adalah sejak diratifikasi 
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Konvensi Perempuan dalam UU No. 7 tahun 1984 sampai dengan tahun 
1997 (sebelum kejatuhan rezim Suharto). 67 
1) Periode 1984 - Kejatuhan Soeharto  
Pada periode ini, di tingkat kebijakan, ada tiga peraturan yang 
dibentuk sebagai turunan dari pasal 11 Konvensi Perempuan, yang 
berkenaan dengan hak perempuan pekerja. Bentuk peraturan tersebut 
adalah Kepmen dan Permen. Dalam GBHN tahun 1983, GBHN 1988 dan 
GBHN 1993 juga dicantumkan bahwa perempuan memiliki peran di 
wilayah publik (peran ganda). Dalam bidang kelembagaan, dibangun 
Pusat Studi Wanita di berbagai perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga 
membangun Kementrian yang mengurus persoalan perempuan 
(Kementrian Urusan Peranan Wanita). Namun, upaya-upaya ini sifatnya 
lebih pada artifisial yang isinya tetap melanggengkan steriotip peran 
domestik perempuan dan laki-laki. Dalam praktek budaya di pemerintahan 
dan di dalam masyarakat, wacana perempuan sebagai makhluk domestik 
masih sangat kuat, meskipun di sisi lain ada pergeseran. Hanya 
pergeseran tersebut karena adanya kepentingan ekonomi yang kuat 
(misalnya untuk masalah Tenaga Kerja Wanita, dimana perempuan sudah 
melewati peran domestiknya untuk bekerja di negeri asing). Hal ini juga 
dapat dilihat dengan adanya penguatan peran PKK dan Dharmawanita 
(ideology ibuisme). Artinya perempuan masih dipakai sebagai alat untuk 
kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik negara yang tujuannya 
bukan untuk perbaikan situasi perempuan. Persoalan kekerasan terhadap 
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perempuan belum mendapat porsi yang penting dalam program 
kementrian urusan peranan wanita. Kekerasan masih dianggap sebagai 
masalah individu yang sifatnya kasuistik.  
2) Orde Reformasi  
Pada kejatuhan rezim Suharto ada beberapa perkembangan 
menarik di level pemerintahan dan hukum. Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres tahun 
1998 oleh Presiden Habibie. Pemerintah untuk pertama kalinya terbuka 
mengundang Pelapor Khusus (Special Raporter) PBB Kekerasan 
terhadap Perempuan untuk melakukan investigasi atas terjadinya 
kekerasan terhadap perempuan yang diindikasikan masih terjadi pada 
saat kerusuhan Mei, di Aceh dan Ambon. Meskipun pemerintah kemudian 
pada sidang PBB ECOSOC tahun 1999 menolak hasil investigasi Pelapor 
Khusus tersebut, pada kenyataannya ada rekomendasi yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia misalnya, mendukung terbentuknya fasilitas 
bagi para korban kekerasan (seperti Ruang Pelayanan Khusus di 
kepolisian yang secara spesifik menangani kasus kekerasan terhadap 
perempuan, Pusat Krisis Terpadu dll).  
Di samping itu, adanya inisiasi pemerintah untuk menyusun 
Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap 
Perempuan (RANPKTP) yang kemudian disahkan pada Nopember 2000. 
Di dalam GBHN mulai ada perubahan paradigma tentang peran 
perempuan yang lebih pada pemberdayaan perempuan. Ada perubahan 
nama di kementrian UPW menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan 
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merupakan turunan perubahan dari GBHN. Dharma wanita dibubarkan. 
Selain itu turunannya tercermin pada disahkan pula PROPERNAS dalam 
bentuk UU yang salah satu poinnya adalah program yang lebih 
komperhensif untuk meningkatkan hak perempuan. Dilansirnya pula 
program Pengarusutamaan Jender yang dikukuhkan dalam Keppres. 
Sampai saat ini mulai pula disusun program Rencana Aksi Nasional untuk 
penghapusan Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Pelacuran. Di 
samping itu di tingkat MA ada Surat Edaran MA agar hakim memberikan 
perhatian terhadap kasus-kasus perkosaan, diikuti dengan mulai 
dilaksanakannya rekruitmen hakim yang memberikan perhatian pada 
keseimbangan jender. Diterima RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang diusulkan oleh jaringan Perempuan sebagai usulan yang 
akan diajukan oleh DPR merupakan perkembangan yang positif. 
Pembahasan RUU Perlindungan Buruh Migran juga merupakan indikasi 
yang baik untuk jaminan perlindungan TKW/Buruh Migran. Melihat 
beberapa kegiatan di atas, maka secara sekilas, tampaknya negara telah 
mulai telah melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana 
diamanatkan oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan. Hanya saja, jika disoroti lebih dalam, maka 
langkah-langkah tersebut belum berpengaruh secara langsung terhadap 
situasi dan kehidupan perempuan yang sarat dengan diskriminasi dan 
budaya patriarki. Dalam perkembangan terakhir misalnya, hak ekonomi, 
hak perempuan untuk bekerja—sangat terasa tidak dapat diakses oleh 
kaum perempuan. Tidak adanya perlindungan hukum yang memadai 
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untuk para buruh migran di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan 
dalam situasi terakhir di Malaysia dapat dilihat sebagai contoh yang 
menarik bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap 
perempuan.  
Di samping itu, buruh perempuan di sektor produksi padat karya 
semakin rentan PHK, sehubungan dengan sektor proses produksi yang 
padat karya yang dianggap tidak trend dan tidak efektif lagi 68. 
Kemunculan UU No. 23 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, 
patut menjadi perhatian yang mendalam pula dalam konteks hak pekerja 
perempuan. UU ini mereduksi pelaksanaan Konvensi Perempuan 
mengingat prinsip yang digunakan adalah prinsip kesamaan 
(bertentangan dengan pasal 4 Konvensi Perempuan) yang akan 
melegitimasi tidak diberikannya hak-hak khusus untuk perempuan karena 
reproduksi sosial dan biologisnya. Disamping itu secara jelas UU tersebut 
mengubah pola hubungan buruh/pekerja dengan pengusaha yang tidak 
permanen sifatnya. Hal ini akan berdampak pada rasa tidak amannya 
pekerja/buruh dari kehilangan kerja. Bersamaan dengan diberlakukannya 
UU tersebut akan diberlakukan pula RUU Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (RUU PPHI). RUU PPHI akan mengubah pola 
penyelesaian perselisihan perburuhan, dengan pengadaan secara spesifik 
peradilan perburuhan. Di samping itu akan mengubah pola hubungan 
yang selama ini dianggap hubungan publik-privat, menjadi hubungan 
privat semata (privatisasi hubungan kerja). RUU ini dalam konteks buruh 
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perempuan yang secara sosial dan politik belum berdaya, lemahnya 
standar perburuhan, sistem peradilan yang korup dan bias kelas, dan 
kuatnya budaya patriarki maka hubungan privat ini akan membuat posisi 
buruh perempuan semakin tidak berdaya berhadapan dengan 
pengusaha.69 
Dalam kaitannya penegakan HAM dan keadilan hukum terhadap 
perempuan, maka tampaknya perempuan korban kekerasan, khususnya 
pelanggaran HAM berat masih sulit menikmati haknya. Pada 14 Februari 
2002 Peradilan HAM di Indonesia untuk Pelanggaran Berat yang terjadi di 
Timor Timur mulai digelar sampai sekarang. Ada 12 perkara yang akan 
disidangkan, namun tidak satupun kasus perkosaan para perempuan 
Timor-Timur di sidangkan. 16 Hal ini berbeda dangan hasil penyelidikan 
dari TGPF dan Special Raportour PBB untuk Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan, dimana laporannya disebutkan telah dicantumkan terjadinya 
kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan disana. Banyak kasus 
pelanggaran HAM masa lampau yang sepertinya tidak akan diselesaikan 
seperti Kasus Perkosaan dalam Kerusuhan Mei, Pembunuhan dan 
Kekerasan Seksual yang dialami oleh Marsinah, perempuan korban 
kekerasan seksual (Iugun Ianfu) yang sampai saat ini belum mendapat 
keadilan. Sampai sekarang tidak adanya permohonan maaf dari negara 
Jepang terhadap para Iugun Ianfu sementara dana-dana kompensasi 
yang diperuntukkan kepada mereka lewat pemerintah tidak pernah 
sampai dan dinikmati mereka. Meskipun saat ini di tingkat KOMNAS HAM 
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telah dibentuk berbagai KPP sebagai pelaksaan UU Peradilan HAM dan 
akan digelar peradilan HAM berat untuk kasus Tanjung Priok, 
kelihatannya dalam konteks politik, kasus tersebut akan tetap tidak 
memberi rasa keadilan terhadap masyarakat mauapun perempuan. 
Negara juga tidak mendukung terbentuknya Peradilan Pidana 
Internasional yang merupakan terobosan hukum bagi pelanggaran berat 
HAM, dan menjadi satu alternatif untuk mencapai keadilan bagi korban, 
khususnya korban perempuan sebagaimana perkosaan diakui sebagai 
bagian dari pelanggaran HAM berat. Sampai saat ini negara juga belum 
meratifikasi Optional Protocol CEDAW. Di samping masalah-masalah 
yang berkembang, peraturan yang sudah diidentifikasi diskriminatif sejak 
lama, pun belum berubah. Misalnya, UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap 
perempuan, KUHAP yang berkaitan dengan sistem pembuktian, dan UU 
Kewarganegaraan. UU ini semakin telah dianalisis sangat berpotensi 
untuk sebagai pelanggaran hak-hak perempuan, di samping sebagai 
legitimasi bagi banyak pihak melakukan kekerasan terhadap perempuan, 
baik secara fisik, ekonomi, psikis, sosial dan seksual. 70 
Hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan Konvensi Perempuan 
adalah upaya pengubahan budaya patriarki—hal mana merupakan 
konsern utama dari Konvensi Perempuan. Budaya ini akan semakin kukuh 
dengan tidak diubahnya peraturan yang diskriminatif dan sikap pejabat 
pemerintah yang secara terang-terangan melegalkan posisi perempuan 
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yang subordinat di depan publik (poligami secara terbuka oleh pejabat 
negara). Pengetahuan pemerintah pada umumnya di berbagai level yang 
tidak memadai terhadap situasi perempuan di Indonesia masih menjadi 
kendala besar dalam menyusun program yang lebih jitu untuk perempuan. 
Hal ini tercermin dalam ungkapan dari pejabat tinggi tidak mendukung 
adanya quota partisipasi perempuan dalam bidang politik dan 
pemerintahan. Hal yang sama tercermin pula dalam penyusunan 
anggaran pemerintah (baik di tingkat pusat dan daerah). Menguatnya 
fundamentalisme di beberapa wilayah yang didukung oleh penguasa 
setempat juga semakin menyulitkan proses perubahan budaya yang lebih 
demokratis dan non diskriminatif. Melihat hal tersebut, patut disadari, 
pelaksanaan Konvensi Perempuan di Indonesia masih belum memadai 
setelah hampir seperempat abad Konvensi tersebut diratifikasi. Meskipun 
ada langkah-langkah yang mulai dilakukan oleh pemerintah, namun 
langkah-langkah tersebut belum bersinergi dengan prakteknya. Langkah-
langkah yang dilakukan oleh pemerintah patut dihargai, namun tetap 
harus dikritisi. Kecendrungan pelaksanaan hak-hak perempuan yang 
‗menspesifikkan persoalan perempuan‘ sangat penting. Hal tersebut perlu 
didukung dengan pembenahan arus politik dan ekonomi makro, jika arus 
ini tidak disentuh tidak akan mengubah posisi perempuan. Keengganan 
menyoroti budaya patriarki secara mendalam dan mentolerir subordinasi 
yang dilakukan oleh para penegak dan aparatur pemerintahan akan 
membuat posisi perempuan semakin rentan. Artinya hak-hak yang telah 
diakui di dalam Konvensi Perempuan tidak dapat diakses oleh 
perempuan. 
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B. Efektifitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita 
Pembicaraan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia 
sebetulnya bukan hal yang baru. Meskipun demikian, hak asasi 
perempuan yang sudah mulai terangkat dari beberapa waktu 
sebelumnya,  kelihatannya semakin menguat dari waktu-ke waktu. 
Seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya akan cukup menerima 
bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mulai mencari dimana letak 
jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak 
tersebut  dapat diperoleh.  Tentu saja proses ini bukan proses yang sekali 
jalan, melainkan mensyaratkan hal-hal tertentu. Yang sangat mendasar 
bagi upaya untuk memperoleh hak adalah pengetahuan dasar tentang hak 
tersebut dan jaminannya ada dimana. Pengetahuan tersebut dapat 
diperoleh dengan berbagai cara yang antara lain melalui bacaan, 
berdiskusi secara intens, dan olahan pengalaman. Tulisan ini 
memberikan informasi dasar tentang hak perempuan, instrumen-
instrumen yang mencantumkannya dan secara khusus membahas 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan.  
Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang 
perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang 
perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui 
pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. 
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Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan 
sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. 
Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui 
namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak  tersebut. Dalam 
konteks Indonesia misalnya, pengaturan hak asasi manusia kaum 
perempuan dapat  ditemui di dalam UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdata, 
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Peradilan HAM dan 
berbagai peraturan lainnya. Penegakannya dilakukan oleh institusi negara 
dan para penegak hukum.  Salah satu sumber utama adalah UU No. 7 
tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan. UU tersebut secara jelas mengadopsi 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan.71 
Dalam Konstitusi, Pasal 28 I (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, 
―Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.‖ Hal ini berarti bahwa secara filosofis, 
Indonesia menjamin dan melindungi tiap warga negaranya dari sikap atau 
tindakan diskriminatif tanpa membeda-bedakan status sosial, ras, suku, 
budaya, agama, maupun jenis kelamin. Karena tindakan diskriminatif yang 
menyebabkan penguasaan dan dominasi terhadap salah satu kelompok 
warga tertentu merupakan sikap yang tidak berperikemanusiaan dan 
berperikeadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, 
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―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan 
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena 
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan‖. 
Dalam kenyataannya, masih ada diskriminasi dan pembedaan 
terhadap perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai 
manusia. Ini tergambar dalam pengakuan Indonesia di ranah Internasional 
bahwa memang terdapat diskriminasi dalam berbagai bentuk terhadap 
perempuan. Pengakuan tersebut dilakukan dengan ratifikasi Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination 
Against Women/CEDAW) dalam bentuk UU No. 7 Tahun 1984. Indonesia 
merupakan salah satu negara dari sekitar 182 negara di dunia yang telah 
meratifikasi Konvensi itu. Arti pengakuan bahwa masih ada diskriminasi 
terhadap perempuan ini berlatar belakang buruknya kondisi perempuan, 
dari sisi kesehatan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan 
tingginya angka kekerasan terhadap perempuan baik di ranah keluarga 
maupun komunitas; belum diakuinya partisipasi perempuan dalam 
pengambilan keputusan sehingga kepentingannya tidak terwakili, dan lain-
lain kondisi yang menyebabkan perempuan dalam kondisi yang tertinggal 
atau tidak setara dibandingkan dengan laki-laki. Padahal perempuan 
sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan 
pembangunan masyarakat. 
Hal tersebut dikarenakan terjadinya ketidakadilan gender yang 
merupakan akibat dari budaya patriarkhi yang masih kuat berkembang di 
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masyarakat dan dilanggengkan dalam berbagai kehidupan melalui praktik-
praktik nilai-nilai budaya, sosial dan nilai-nilai kehidupan lainnya, telah 
membawa pembedaan akses, peminggiran, stereotype, beban yang 
berlebih, hingga pada kekerasan terhadap perempuan. Dampak tersebut 
terjadi di berbagai bidang kehidupan karena budaya patriarkhi sudah 
menginternal dalam pikiran-pikiran setiap individu anggota masyarakat 
yang seringkali berwujud pada tindakan-tindakan mereka ketika mereka 
berada di ranah publik maupun domestik karena kerja-kerjanya. 
Ketika ketidakadilan gender ini dibiarkan berlangsung terus 
menerus, maka akan menghambat perkembangan kemakmuran 
masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari 
potensi kaum perempuan dalam pengabdiannya terhadap negara dan 
terhadap umat manusia. Dan kondisi akan semakin parah bagi 
perempuan, ketika kemiskinan mendera, yang akhirnya menempatkan 
perempuan pada posisi yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk 
memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, 
maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan. 
Oleh karenanya, kondisi ketidakadilan gender yang menimbulkan 
diskriminasi pada perempuan ini harus dirubah dan dihapuskan dengan 
langkah tindak sebagaimana yang dimandatkan dalam UU No. 7 Tahun 
1984 beserta lampirannya.  Dimana dalam UU tersebut pemerintah 
Indonesia mempunyai kewajiban untuk mempromosikan, memenuhi dan 
melindungi hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai 
individu dan sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian Negara 
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berkewajiban melakukan segala upaya untuk memberikan perlindungan, 
penjaminan dan pemenuhan hak untuk hidup aman, setara dan adil bagi 
warganegaranya, terutama bagi warganegara perempuan yang masih 
mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang 
kehidupan terutama di perdesaan. 
Upaya pengaturan dan jaminan secara hukum terhadap hak-hak 
perempuan di berbagai bidang kehidupan, merupakan salah satu upaya 
yang diharapkan dapat dilakukan oleh negara-negara pihak dari Konvensi 
CEDAW tersebut. 
Saat ini, ada sekitar 45 negara yang sudah mempunyai peraturan 
perundang-undangan tentang kesetaraan gender dalam berbagai bentuk 
peraturan. Secara umum, terdapat dua model pengaturan tentang 
kesetaraan gender ini. Yang pertama, peraturan yang isinya mencakup 16 
pasal dalam CEDAW; yang kedua, peraturan yang bertujuan khusus 
mengatur satu atau dua bidang penting dalam CEDAW, misalnya tentang 
kekerasan berbasis gender, pendidikan atau diskriminasi terhadap 
perempuan. 
Peraturan tentang kesetaraan gender yang pertama di dunia 
adalah Peraturan tentang Kesetaraan Seks (Law on Sex Equality) yang 
dikeluarkan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea pada 1946. 
Kemudian Undang-Undang tentang Kesetaraan Upah (Equal Pay Act) 
pada 1970 di UK dan Undang-Undang tentang Diskriminasi Seks (Sex 
Discrimination Act) pada 1975 di UK. Ketiganya merupakan peraturan 
sebelum ada konvensi CEDAW. Setelah ada konvensi CEDAW, terdapat 
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Undang-Undang Diskriminasi Seks (Sex Discrimination Act) pada 1984 di 
Australia. Setelah itu, mulai diterbitkanlah peraturan maupun undang-
undang sejenis di beberapa negara di Asia, Afrika dan Eropa. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang 
menggagas keberadaan perlunya pengaturan secara khusus yang 
menjamin kesetaraan gender. Pada periode legislasi nasional 2010-2014, 
pemerintah mengusulkan pembahasan RUU tentang Keadilan dan 
Kesetaraan Gender. Dan pada 2011 ini, RUU tersebut menjadi salah satu 
RUU prioritas pembahasan legislasi dan masuk dalam agenda 
pembahasan di Komisi VIII. Dan hingga Maret 2011 ini, ada dua versi draft 
yakni pertama, RUU tentang Kesetaraan Gender yang diusulkan dan 
disusun oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua, RUU tentang Pengarus 
Utamaan Gender yang diusulkan dan disusun oleh Komisi VIII DPR-RI. 
Namun sampai sekarang belum dimulai pembahasan RUU tersebut. 
Saat ini, masyarakat sipil sedang menggagas untuk masukan dan 
kritisi terhadap dua draft yang ada. Karena berangkat dari filosofi 
kepentingan yang berbeda, maka Jaringan Advokasi Kesetaraan Gender 
bersepakat melalui workshop 11 Maret 2011 untuk membuat sandingan 
secara keseluruhan komsep pengaturan tentang kesetaraan gender. Hal 
ini karena draft RUU dari pemerintah dan DPR lebih menunjukkan 
pengaturan tentang tata kelola mainstreaming gender di Indonesia. Dan 
jika melihat lebih jauh, hak-hak perempuan yang spesifik belum menjadi 
hal penting dalam pengaturannya karena diletakkan pada penjelasan 
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pasal dan belum jelasnya kewajiban siapa dalam menjamin pemenuhan 
dan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang. 
Oleh karena itu, beberapa usulan penting yang perlu diatur dalam 
RUU Kesetaraan Gender kelak adalah: 1) kewajiban negara dalam 
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan; 2) perlu 
mengidentifikasi area pemenuhan dan perlindungan, apakah satu atau 
dua area tertentu, atau multi area dalam arti mengatur hak-hak 
perempuan diberbagai bidang; 3) perlu mengatur jelas tanggung jawab 
pihak-pihak terkati seperti lembaga negara, swasta maupun peran serta 
masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak perempuan; 4) perlu 
mendefinisikan secara jelas kesetaraan gender, ketidakadilan gender 
maupun diskriminasi gender termasuk didalamnya dampak dari 
ketidakadilan gender; 5) mekanisme pemenuhan dan perlindungan 
termasuk didalamnya mekanisme kelembagaan dan pembiayaan; 6) 
sanksi administratif maupun pidana bila terjadi pelanggaran terhadap hak-
hak perempuan ataupun terjadinya diskriminasi akibat perbedaan jenis 
kelamin. 
Selain itu, RUU Kesetaraan Gender ini merupakan RUU yang 
sangat penting bagi perlindungan hak-hak perempuan di berbagai bidang, 
sehingga perlu dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari kelompok 
perempuan, tetapi juga dari masyarakat, akademisi, penegak hukum, 
scientist, jurnalis maupun dari tokoh agama dan adat. Karena mereka 
merupakan stakeholder dalam RUU ini. Jadi sangat diperlukan sosialisasi 
secara terbuka dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi 
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masyarakat dalam pembahasan nantinya, sebagaimana ketika dilakukan 
pembahasan UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
Dengan adanya peraturan yang komprehensif melindungi hak asasi 
perempuan di berbagai bidang kehidupan, dan mengatur mekanisme 
perwujudan kesetaraan gender melalui berbagai langkah tindak dalam 
upaya pembangunan pembangunan nasional termasuk dalam proses 
pembentukan hukum dan peraturan perundangan, pengawasan keuangan 
negara, dan proses penegakkan hukum, maka hal ini merupakan 
pemenuhan prinsip kewajiban negara secara de jure dan de facto dalam 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disinilah 
kemudian jaminan konstitusi negara Indonesia bagi warga negaranya 
dapat diwujudkan, karena konstitusi tersebut perlu diturunkan dalam 
aturan dan jaminan pelaksanaan yang lebih detil lagi melalui peraturan 
perundang-undangan dibawahnya. Semoga cita-cita mewujudkan tatanan 
masyarakat yang berdasar pada kesetaraan dan keadilan gender dapat 
segera terwujud72 
Ada. Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai 
perlindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional 
maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain: 
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Againts Women yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 
1984 (CEDAW) 
                                             
72 (http://www.kalyanamitra.or.id diakses tanggal 6-8-2014) 
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 ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection 
(Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas) 
 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan) 
 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) 
 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) 
Adapun berbagai ketentuan tentang hak seorang pekerja 
perempuan menurut hukum positif Indonesia antara lain : 73  
1. Ketentuan Tentang Hamil Bagi Pekerja Perempuan Di Dalam 
Undang-Undang 
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan  tidak memberikan 
kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat 
perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah maupun 
larangan hamil selama masa kontrak kerja atau selama masa tertentu 
dalam perjanjian kerja. 
Ketentuan ini tedapat pada Pasal 153 ayat 1 huruf e UU 
No.13/2003 yang berbunyi : Pengusaha dilarang melakukan pemutusan 
hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, 
melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pemutusan 
hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi 
hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang 
bersangkutan sesuai Pasal 153 ayat 2 UU No.13/2003. 
                                             
73  (http://www.gajimu.com diakses tanggal 6-8-2014) 
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2. Apabila Ada Perjanjian Kerja Yang Mengharuskan Pekerja 
Perempuan Mengundurkan Diri Ketika Hamil 
Pada prinsipnya, perusahaan tidak dapat memaksa Anda untuk 
mengundurkan diri  karena Anda hamil. Seperti yang telah dijelaskan 
diatas, bahwa kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan 
hukum/Undang-Undang untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan 
pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, 
perusahaan tidak dapat memaksa Anda untuk mengundurkan diri, karena 
pada dasarnya pengunduran diri haruslah didasarkan pada kemauan dari 
pekerja (pasal 154 huruf b UU No.13/2003).  Oleh karena itu. perjanjian 
yang memuat klausal pekerja akan diputus hubungan kerjanya karena 
hamil tidak beralasan hukum dan dianggap batal demi hukum. 
Jadi, meskipun dalam perjanjian kerja tertulis bahwa pekerja 
dilarang hamil sebelum waktu tertentu, namun karena hal tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak 
asasi manusia (perempuan), maka secara hukum perusahaan tidak dapat 
memutus hubungan kerja karyawan yang bersangkutan. 
3. Peraturan Mengenai Cuti Hamil/Cuti Melahirkan Menurut 
Undang-Undang 
Pengaturan mengenai cuti hamil ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut : 
a. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu 
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setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 
kandungan atau bidan. 
b. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan 
surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 
Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan 
sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan atau jika 
diakumulasi menjadi 3 bulan. 
4. Peraturan Mengenai Cuti Keguguran Menurut Undang-Undang 
Dalam pasal 82 ayat 2 menyatakan bahwa pekerja perempuan 
yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 
bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan 
yang menangani kasus keguguran Anda. 
5. Cara Pengajuan Cuti Hamil/Melahirkan 
Seorang pekerja perempuan berhak atas cuti hamil/melahirkan dan 
manfaat bersalin. Pekerja tersebut dapat memberikan pemberitahuan 
secara lisan atau tertulis kepada manajemen yang mengatakan bahwa dia 
akan melahirkan anaknya dalam waktu 1,5 bulan. Dan setelah menerima 
surat pemberitahuan tersebut, maka manajemen harus memberikan cuti di 
hari selanjutnya. 
 Seorang pekerja perempuan yang telah melahirkan  anaknya 
harus memberikan pemberitahuan kepada perusahaan tentang kelahiran 
anaknya dalam waktu tujuh hari setelah melahirkan.  Anda juga perlu 
memberikan bukti kelahiran anak Anda kepada manajemen dalam waktu 
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enam bulan setelah melahirkan. Bukti ini dapat berupa fotocopy surat 
kelahiran dari rumah sakit atau akte kelahiran. 
6. Apabila Kelahiran Terjadi Lebih Awal Sebelum Pekerja 
Perempuan Tersebut Sempat Mengurus Hak Cuti 
Melahirkannya 
Pada praktiknya, pekerja perempuan yang sedang hamil mungkin 
tak selalu mudah menentukan kapan bisa mengambil haknya untuk cuti 
hamil dan melahirkan. Misalnya, dalam hal pekerja tersebut melahirkan 
prematur sehingga pekerja tersebut melahirkan sebelum mengurus hak 
cuti melahirkannya. 
 Apabila kelahiran terjadi lebih awal dari yang diperhitungkan oleh 
dokter kandungan, tidak dengan sendirinya menghapuskan hak atas cuti 
bersalin/melahirkan. Anda tetap berhak atas cuti bersalin/melahirkan 
secara akumulatif 3 bulan. Pengusaha dapat mengatur pemberian hak cuti 
yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran 
waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian 
atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan 
atau kurang lebih 90 hari kalender. 
 Walaupun sebenarnya pekerja perempuan dapat menentukan 
kapan cuti tersebut diambil, misalkan pekerja perempuan boleh memilih 
cuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan 
sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan. Perusahaan - 
perusahaan di Indonesia memberikan kebebasan tenaga kerja untuk 
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bebas memilih waktu cuti, asalkan ada rekomendasi dari dokter/bidan dan 
informasi waktu cuti kepada perusahaan. 
7. Perusahaan Tetap Memberikan Gaji Selama Pekerja 
Perempuan Menjalani Cuti Hamil/Melahirkan Tersebut 
Selama 3 bulan cuti hamil/melahirkan tersebut, perusahaan tetap 
wajib memberikah hak upah penuh, artinya perusahaan tetap member gaji 
pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani 
cuti hamil/melahirkan. 
8. Biaya Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Ditanggung Oleh 
Perusahaan 
Pasal  4 ayat 1 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan Pasal 2 ayat 3 PP No. 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan 
bahwa : Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 
(sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 
1.000.000,- sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam 
program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh badan 
penyelenggara (yakni, PT Persero Jamsostek sekarang BPJS 
Ketenagakerjaan). 
Sesuai Pasal 6 UU No. 3/1992 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 
14/1993, lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah 
meliputi 4 (empat) program, yakni: 
 jaminan kecelakaan kerja (JKK) 
 jaminan kematian (JK) 
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 jaminan hari tua (JHT) 
 jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) 
Dalam hal ini, jaminan bagi pemeriksaan kehamilan dan 
pertolongan persalinan termasuk dalam JPK yang menjadi hak pekerja. 
Cakupan program JPK ini termasuk Pelayanan Persalinan, yakni 
pertolongan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan 
berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK maksimum sampai 
dengan persalinan ke-3. Besar bantuan biaya persalinan normal setinggi-
tinginya ditetapkan Rp 500.000. 
9. Perusahaan Menanggung Biaya Persalinan Bagi Istri Seorang 
Karyawan 
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pekerja berhak atas 
jaminan sosial diantaranya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
(JPK), cakupan program JPK termasuk Pelayanan Persalinan yang 
diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja 
peserta program JPK. 
Jadi, jika Anda telah diikutsertakan pada program JPK pada BPJS 
Ketenagakerjaan ,maka  istri Anda berhak memperoleh bantuan biaya 
persalinan dari BPJS Ketenagakerjaan. Atau, jika perusahaan 
mengikutsertakan Anda pada asuransi kesehatan dengan manfaat yang 
lebih baik dari JPK yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya 
persalinan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. 
Meskipun, pada praktiknya, biaya yang ditanggung bisa berbeda-beda, 
bergantung pada asuransi kesehatan yang diikuti perusahaan Anda. 
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10. Seorang Pekerja Yang Istrinya Melahirkan Atau Mengalami 
Keguguran Mendapatkan Hak Cuti 
Ya, pekerja yang istrinya melahirkan atau pun mengalami 
keguguran berhak atas cuti kerja selama 2 hari dengan upah penuh dari 
perusahaan tempatnya bekerja. 
11. Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Perempuan Selama Masa 
Kehamilan 
Menurut Pasal 76 ayat 2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 
pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang 
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 
dengan pukul 07.00. 
Pasal 3 Konvensi ILO No.183 tahun 2000 mengatur lebih lanjut 
bahwa pemerintah dan pengusaha sepatutnya mengambil langkah-
langkah yang tepat untuk menjamin bahwa pekerja perempuan hamil tidak 
diwajibkan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan 
ibu dan anak dalam kandungan. Mempekerjakan seorang wanita pada 
pekerjaannya yang mengganggu kesehatannya atau kesehatan anaknya, 
sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berwenang, harus dilarang 
selama masa kehamilan dan sampai sekurang-kurangnya tiga bulan 
setelah melahirkan dan lebih lama bila wanita itu merawat anaknya. 
12. Undang-Undang Mengenai Hak Bagi Pekerja Perempuan Di 
Masa Menyusui Anaknya 
Pasal 83 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 
bahwa : pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi 
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kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 
dilakukan selama waktu kerja. 
Dalam penjelasan Pasal 83 tersebut diatur bahwa maksud dari 
kesempatan sepatutnya tersebut adalah lamanya waktu yang diberikan 
kepada pekerja perempuan untuk menyusui bayinya dengan 
memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama. Ketentuan Pasal 83 tersebut dapat diartikan 
sebagai kesempatan untuk memerah ASI bagi pekerja perempuan pada 
waktu kerja. 
Pasal 10 Konvensi ILO No.183 tahun 2000 mengatur lebih lanjut 
bahwa seorang pekerja perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih 
jeda diantara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya 
untuk menyusui bayinya, dan jeda waktu atau pengurangan jam kerja ini 
dihitung sebagai waktu kerja, sehingga pekerja perempuan tetap berhak 
atas pengupahan. Namun, hal tersebut tidak diatur dalam UUNo.13/2003. 
Lebih lanjut Pasal 128 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
mennyatakan bahwa semua pihak harus mendukung pekerja perempuan 
untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik di 
tempat kerja maupun di tempat umum. Fasilitas khusus tersebut 
hendaknya diartikan oleh pengusaha untuk menyediakan ruang khusus 
menyusui atau memerah ASI beserta tempat penyimpanannya. Sesuai 
dengan rekomendasi World Health Organization, masa menyusui tersebut 
sekurang-kurangnya 2 tahun. 
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13. Hak Pekerja Perempuan Mendapatkan Cuti Menstruasi 
Sesuai dengan UU no. 13 tahun 2003 pasal 81 pekerja perempuan 
yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukannya 
kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari 
pertama dan kedua dalam masa menstruasinya. Implementasi hak ini ada 
yang dipersulit di beberapa perusahaan yang meminta surat keterangan 
dokter untuk mendapat cuti menstruasi, ketika faktanya jarang bahkan 
mungkin hamper tidak ada perempuan yang pergi konsultasi ke dokter 
karena menstruasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Implementasi CEDAW mengenai hak-hak perempuan terhadap 
segala bentuk diskriminasi dalam hukum perburuan ialah CEDAW 
memerintahkan kepada seluruh negara di dunia untuk tidak 
melakukan diskriminasi terhadap perempuan khusunya dalam 
bidang perburuan. Di dalam CEDAW ditentukan bahwa diskriminasi 
terhadap perempuan adalah perlakuan yang berbeda berdasarkan 
gender yang: 
a. Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan; 
b. Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan 
terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau 
c. Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar yang dimilikinya. 
2. Efektifitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 dalam 
menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan ialah berjalan 
kurang efektif karena dalam kenyataannya, masih ada diskriminasi 
dan pembedaan terhadap perempuan baik sebagai warga negara 
maupun sebagai manusia. Ini tergambar dalam pengakuan 
Indonesia di ranah Internasional bahwa memang terdapat 
diskriminasi dalam berbagai bentuk terhadap perempuan. 
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B. Saran 
1. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik itu nasional maupun 
pihak internasional dalam peran CEDAW sebagai organisasi yang 
melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan khususnya bidang perburuan dan 
perlindungan terhadap pekerja wanita. 
2. Diperlukan aturan baru dalam hukum positif Indonesia yang 
meratifikasi segala bentuk konvensi-konvensi CEDAW agar fungsi 
CEDAW dapat dimaksimalkan khususnya di Indonesia. 
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